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WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA

BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA DI KOTA SIBOLGA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

-a.

i.

WALI KOTA SIBOLGA,

bahwa untuk pelaksanaan kegiatan program prioritas
nasional dalam urusan pengendalian penduduk dan
keluarga berenecana yang menjadi urusan pemerintahan
daerah diberikan dana alokasi Kkhusus nonfisik
subbidang keluarga berencana tahun anggaran 2022;

bahwa pemberian dana alokasi khusus nonfisik
subbidang keluarga berencana tahun anggaran 2022
kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
dalam huruf a memerlukan pedoman mengenai
petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional
keluarga berencana tahun anggaran 2022 sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan
Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota Sibolga tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan
Operasional Keluarga Beréncana Tahun Anggaran 2022:
Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undany...




Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tientang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Républik Indonésia Nomor 5080j);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonésia Nomor 5234} s€bagaimana te€lah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 260j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomeor 157);

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang
Organisasi ddan Tatd Kerja Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Provinsi;

9. Peraturan...




10.

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik
Indoriesia Tahun 2020 Nomor 703};

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Bantuan Operasional
Keluargd Berencana Tahur Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kota Sibolga.
Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.

Sekretaris Paerah adalah Sekretaris daerah Kota
Sibolga.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah otonom.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah
Kota Sibolga.

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Subbidang Keluarga
Berencana Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya
disebut DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana
adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk
membiayai operasional kegiatan program prioritas
nasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian
penduduk dan Keluarga berencana yang menjadi
urusan daerah.

8. Dana...
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang
selanjutnya disebut BOKB adalah DAK Nonfisik
Subbidang Keluarga Berencana yang dialokasikan
kepada daerah tertentu untuk melaksanakan
kégiatan yang disésuaikan déngan kewenadrigat
daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran
prioritas pembangunan keluarga, kependudukan,
dan keluarga berencana.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya  disingkat APBN adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjuitnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah
lembaga pemerintah nonkementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengendalian penduduk dan penyelenggaraan
keluarga berencana.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Sibolga adalah perangkat daerah
pada Pemerintah Daerah Kota Sibolga yang
bertanggung jawab kepada Wali Kota Sibolga dalam
rangka penyelenggaraan urusan pengendalian
penduduk dan keluarga berencana yang menjadi
kewenangan daerah Kota Sibolga.

Biaya Transport adalah biaya yang besarannya sesuai
dengan standar biaya di masing-masing daerah
berdasarkan peraturan yang Dberlaku dengan
mempertimbangkan ketersediaan dana yang ada.

Biaya Konsumsi adalah biaya untuk makan/minum
yang besarannya sesuai dengan standar biaya di
masing- masing daerah berdasarkan peraturan yang
berlaku dengan mempertimbangkan ketersediaan
dana yang ada.

Biaya Medis adalah biaya yang diperlukan untuk
melakukan pelayanan keluarga berencana metode
kontrasepsi jangka panjang di fasilitas kesehatan
atau praktek mandiri bidan.

Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
yang selanjutnya disebut Penyuluh KB adalah PNS
yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi
serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan,
pelayanan, penggerakan dan pengembangan Program
Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga.

17. Petugas




17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang
selanjutnya disingkat PLKB adalah Aparatur Sipil
Negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang
dan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk
inglaksanakan kegiatan penyuluharn, pelayanan,
evaluasi, penggerakan, dan pengembangan Program
Bangga Kencana di lapangan.

Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Aparatur
Sipil Negara yang selanjutnya disebut PLKB Non-ASN
adalah pegawai Non Aparatur Sipil Negara atau
kontrak daerah atau honorarium daerah yang diberi
tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam
melakukan penyuluhan, pelayanan, penggerakan,
dan pengembangan Program Bangga Kencana di
wilayah binaan desa/kelurahan yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang paling rendah setingkat
Kepala Dinas yang menangani bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana.

Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang
selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah
pusat pengendalian operasional dan pelayanan
Program Bangga Kencana di tingkat kecamatan.

Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana yang
selanjuinya disebui Faskes KB adalah {fasilitas
kesehatan yang memberikan pelayanan kontrasepsi,
berlokasi dan fterintegrasi di fasilitas kesehatan
tingkat pertama dan di fasilitas kesehatan rujukan
tingkat lanjutan, dikelola oleh pemerintah termasuk
prajurit Térnitard Nasional Indongsid, ariggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun
swasta dan lembaga swadaya masyarakat serta telah
teregistrasi dalam sistem informasi manajemen
BKKBN dan/atau bekerja sama dengan BPJS
Kesehatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Sibolga.

Praktik Mandiri Bidan yang selanjutnya disingkat
PMB adalah tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan
pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh Bidan
secara perorangan.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang
terdiri dari ayah ibu dan anak, suami dan istri, ayah
dan anak; atau ibu dan anak:

Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan yang
selanjutnya disebut IMP adalah wadah masyarakat
yang berperan serta dalam pengelolaan Program
Bangga Kencana dan penurunan stunting baik dalam
bentuk  kélompok dtau  organisasi | maupun
perorangan yang mempunyai pengaruh  di
masyarakat.

24. Kampung...




24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya
disebut Kampung KB adalah satuan wilayah
setingkat desa dimana terdapat integrasi dan
konvergensi penyelarasan pemberdayaan dan
penguatan  ingtitusl kéluargd dalam  seluruhb
dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber
daya manusia keluarga dan masyarakat.

Kelompok Kegiatan yang selanjuinya disebut Poktan
adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan
dan mengelola kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina
Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, pembinaan
Usaha Ekonomi Keluarga melalui kelompok Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor, dan
Pusat Informasi Konseling Remaja dalam upaya
mewujudkan ketahanan keluarga.

Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB
adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan
usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui
promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan
hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang
berkualitas.

Pembantu Pembina Keluarga Berencana
Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut PPKBD
adalah seorang atau beberapa orang kader dalam
wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif
melaksanakan dan mengelola Program Bangga
Kencana tingkat kelurahan yang ditetapkan/diangkat
oleh Lurah.

Sub Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan yang
selanjutnya disebut Sub-PPKBD adalah seorang atau
beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang
secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan
mengelola Program Bangga Kencana tingkat
dusun/RW yang ditetapkan /diangkat oleh Lurah.

Komunikasi Informasi dan Edukasi yang selanjutnya
disingkat KIE adalah suatu proses intervensi
komunikasi yang terencana yang menggabungkan
pesan-pesan  informasional, pendidikan, dan
motivasional yang bertujuan untuk mencapai suatu
perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku yang
dapat diukur diantara sekelompok audiens sasaran
yang jelas melalui penggunaan saluran komunikasi.

Media KIE adalah sarana, media, atau saluran untuk
menyampaikan pesan dan gagasan, baik secara
langsung maupun tidak langsung kepada khalayak
dalam rangka mendukung pelaksanaan Program
Bangga Kencana dan penurunan stunting.

Kelompok Kerja Kampung KB yang selanjuimya
disebut Pokja Kampung KB adalah sekumpulan
orang yang terpilih dan mewakili semua unsur
masyarakat di Kampung KB tersebut dengan tugas
utama sebagai pengelola program dan kegiatan di
Kampung KB.

32. Tenaga...




32.

(1)

(2)

Tenaga Lini Lapangan adalah satu orang atau
sekelompok orang yang memiliki kepedulian dalam
pengelolaan dan pelaksanaan Program Bangga
Kencana dan penurunan stunting di lini lapangan.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 2

BOKE merupakan bantuan operasional dalam
pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB
serta penurunan stunting pada Pemerintah Daerah
penerima DAK Nonfisik Subbidang Keluarga
Berencana.

BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan belanja barang dan jasa untuk kegiatan
operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian
penduduk dan KB serta penurunan stunting pada
Pemerintah Daerah penerima DAK  Nonfisik
Subbidang Keluarga Berencana.

Pasal 3

BOKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

oo o

(1)

biaya operasional Balai Penyuluhan KB;

biaya operasional pelayanan KB;

biaya operasional penggerakan di Kampung KB;
biaya operasional penanganan stunting;

biaya operasional pémbinagn prograim
pembangunan keluarga, kependudukan, dan KB
bagi masyarakat oleh kader pembantu pembina
KB desa/kelurahan dan sub pembantu pembina
KB desa/kelurahan; dan

biaya dukungan manajemen dan sistem informasi
keluarga.

Pasal 4

Biaya operasional Balai Penyuluhan KB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
meliputi :
biaya operasional penyuluhan KB;
b. biaya operasional pengolahan data;
e:. biaya operasional pembinaan kader IMP;
d. biaya operasional Tenaga Lini Lapangan;
e. biaya operasional langganan daya dan jasa; dan
f. biaya operasional jasa tenaga keamanan dan
pramusaji Balai Penyuluhan KB.

{2} Biaya...




(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

Biaya operasional pelayanan KB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :
a. Biaya operasional distribusi alat dan obat

kontrasepsi;

b. biaya opeérasiornial koordinasi pelayanan KB di
Faskes;

c. biaya operasional pembinaan pelayanan KB di
Faskes;

d. biaya operasional penggerakan pelayanan IUD;

e. biaya operasional penggerakan pelayanan
Implan;

f.  biaya operasional penggerakan pelayanan MOW,

g. biaya operasional penggerakan pelayanan MOP;
dan

h. biaya operasional pencabutan implant.

Biaya dukungan operasional penggerakan di Kampung
KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢
meliputi :

a. biaya operasional Pokja Kampung KB; dan

b. biaya operdsiondl ketahanan keluarga.

Biaya operasional penanganan stunting

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurui d

meliputi :

a. Dbiaya operasional pendampingan calon
peérigantin di desd;

b. biaya operasional pendampingan ibu hamil di

desa;

c. biaya operasional pendampingan ibu pasca
persalinan di desa;

d. biaya operasional surveilans stunting di tingkat
desa;

e. biaya mini lokakarya tingkat kecamatan;
f.  biaya audit kasus sfunting; dan
g. biaya cetak data keluarga berisiko stunting.

Biaya operasional pembinaaan Program Bangga
Kencana  oleh Kader PPKBD/Sub PPKBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e

meliputi :
a: biaya operasional pelaksanaan KIE eleh kader
PPKBD dan sub PPKBD;

b. biaya dukungan advokasi Program Bangga
Kencana dan penurunan Stunfing;,

c. biaya dukungan bahan Media KIE pada media
cetak;

d. biaya dukungan bahan Media KIE pada media
elekironik dan tradisional; dan

e. biaya dukungan bahan Media KIE pada
momentum dan kearifan lokal.

Bidya dukiungan mdrndjémen ddn sistém inforgsi

keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf

f meliputi :

a. biaya dukungan manajemen; dan

b. biaya dukungan sistem informasi keluarga.

BABIT




BAB 111
PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL
KELUARGA BERENCANA

Pasal 5

Pengelolaan BOKB di daerah meliputi :
penyusunan rencana Kegiatan;
penganggaran;

pelaksanaan kegiatan;

pelaporan; dan

monitoring dan evaluasi.

LoD

Pasal 6

(1) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana
dimmaksud dalam Pasal S huruf a, dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah penerima BOKB mengacu pada
rincian APBN.

(2) Rencana kegiaian sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) paling sedilit nmigmiuat :
a. menu kegiatan;
b. Rincian alckasi BPKB; dan
c. Keterangan.
Pasal 7
(1) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b, merupakan pengangaran BOKB ke dalam

APBD danjatau APBD perubahan oleh Pemerintah
Daerah yang mengacu pada rincian alokasi BOKB.

(2) Kepala BKKBN menetapkan rincian alokasi BOKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan
mengacu pada rincian APBN.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf ¢, dilaksanakan oleh Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Sibolga sesuai kegiatan BOKB.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pengelolaan BOKB
yang ditetapkan ocleh Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Sibolga.

Pasal O

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf d, disampaikan oleh Pemerintah Daerah
kepada Kepala BKKBN melalui Sekretaris Utama.

{2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa laporan BOKB setiap jenis kegiatan, yang
terdiri atas :

a. Realisasi penyerapan anggaran;
b. Realisasi kegiatan; dan
c¢. Permasalahan dalam pelaksanaan.

{3) Laporan...




(3) Laporan BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan melalui sistem pelaporan perencanaan
monitoring dan evaluasi BOKB.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan setiap triwulan paling lambat 14 (empat
belas) hari setelah akhir triwulan berjalan.

Pasal 10

(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf e dilakukan terhadap :

a. ketepatan waktu penyampaian laporan,;

b. realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan
BOKB;

c. kesesnaian antara dokumen pelaksanaan
anggaran APBD dengan rencana kegiatan yang
telah disetujui oleh BKKBN;

d. permasalahan pelaksanaan BOKB;

dampak dan manfaat pelaksanaan; dan
f. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak
lanjut yang diperlukan.

@

(2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan BOKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikesrdinasikan
oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Sibolga.

Pasal 11

Pengelolaan keuangan BOKB dalam APBD dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 12

(1) BKKBN melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan BOKR secara :
a. mandiri; atau
b. terpadu.

(2) Monitoring dan evaluasi BOKB secara mandiri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
dilaksanakan oleh masing-masing Unit Eselon I
pengampu menu BOKB,

{3) Monitoring dan evaluasi BOKB secara terpadu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan oleh Sekretaris Utama melalui Biro
Perencanaan dan/atau Biro Keuangan dan BMN
bersama Unit Eselon | pengampu menu BOKB
dan/atau Inspektorat Utama dan dapat melibatkan
kementerian yang  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan dalam negeri, kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan, dan kementerian yang menyelenggarakan
arusan pemerintahan di  bidang pereneanaan
pembangunan nasional.

Pasal 13...




Pasal 13

Pengelolaan BOKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan
petunjuk teknis penggunaan BOKB sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini berlaku untuk satu tahun
anggaran 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga,
pada tanggal 07 Maret 2022

WALI KOTA SIBOLGA,
dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 07 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,
dto.

MHD. YUSUF BATUBARA
BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 353

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN IUKUM,
,// N,
‘,v S
\ S— /41/
GABE TU G SIPAHUTAR, S.H.
NIP. 19810705 200804 1 001




LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL
KELUARGA BERENCANA DI KOTA
SIBOLGA TAHUN ANGCARAN 2022

BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar hukum Dana Alokasi Khusus (DAK) yang utama adalah Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di mana dalam Undang- Undang
tersebut dinyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan
kepads daerab tertenitu untuk mendanal kegistan Khusus yang merupskan
urusan daerah. Kemudian, berdasarkan Undang- Undang Nomor 52 Tahun
2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,
penduduk merupakan titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan,
sehingga harus dilaksanakan secara terencana di segala bidang untuk
menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan
dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi
kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan
kebutuhan generasi mendatang. Dana Alckasi Khusus merupakan salah
satu solusi untuk mengisi gap (celah) dalam sinkronisasi penyelenggaraan
pembangunan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
terutama dalam meningkatkan dukungan, baik dukungan sarana dan
prasarana (melalui DAK Fisik) maupun dukungan operasional (DAK
Nonfisik) yang terkait program/kegiatan prioritas pembangunan nasional
yang merupakan urusan Pemeriritah Dasrah.

Dasar hukum lain yang juga perlu diperhatikan adalah Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang
menyatakan bahwa urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (KB) merupakan urusan pemerintahan wajib yang tdak
berkaitan dengan pelayanan dasar dan kewenangannya secara konkuren
terbagi menjadi kewenangan pusat, provinsi, kabupaten dan kota.
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) yang
dioperasionalkan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan
dan Keluarga Berencana {Bangga Kencana)j bertujuan untuk mewujudkan
Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang. Untuk
mewujudkan hal tersebut perlu didukung berbagai kegiatan prioritas,
antara lain Kkegiatan-kegiatan dalam upaya mengendalikan angka




kelahiran, meningkatkan Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern
{mCPR), menurunkan tingkat kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi
{(Unmet Need), serta upaya perwujudan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS)
dan menghasilkan Bonus Demografi dan upaya pengendalian penduduk
untuk berkontribusi pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
yang berkualitas dan berdaya saing.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunfing, di mana BKKBN menjadi Ketua Pelaksana,
tentu membawa dampak pada perlunya koordinasi serta konvergensi
program di lapangan. Kebaruan program penurunan stunting yang diusung
BKKBN menitikberatkan pada fasilitasi terlaksananya berbagai program

pembangunan bagi keluarga sasaran percepatan penurunan stunting.

Untuk memastikan berbagai kegiatan prioritas Program Bangga Kencana
serta penurunan stunting dapat berjalan dengan baik di seluruh tingkatan
wilayah, dibutuhkan komitmen Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota)
terhadap urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB).
Salah satu bentuk komitmen yang diharapkan adalah tingkat kentribusi
APBD yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan operasional yang
mengacu pada kegiatan prioritas pembangunan nasional (sesuai
kewenangannya), serta alokasi dukungan sarana prasarana untuk
penyelenggaraan Program Bangga Kencana serta penurunan stunting.
Apabila komitmen tersebut tidak optimal maka akan berdampak pada
sulitnya pencapaian target/sasaran Program Bangga Kencana yang sudah
ditetapkan, baik di dalam Rercana Pembarigunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN]), Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
tahunan maupun dalam RPJMD dan RKPD kabupaten dan kota.

Untuk mengurangi ketimpangan alokasi anggaran program/Kkegiatan
prioritas pembangunan nasional, Pemerintah melalui anggaran Transfer Ke
daerah dan Dana Desa (TKDD) telah mengalokasikan DAK Fisik dan
Nonfisik bagi kabupaten dan kota. Hal ini diamanatkan dalam pasal 298
ayat {7) Undang=Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah, bahwa belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik
dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik. Dalam hal ini, BKKBN telah
berkordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian
PPN/Bappenas untuk dapat membantu Pemerintah Daerah dalam
menyelenggarakan urusan konkuren Pemerintah Daerah terkait
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB} serta penurunan
stunting melalui Alokasi DAK Nonfisik berupa Bantuan Operasional
Keluarga Berencana (BOKB) yang bersifat bantuan untuk dapat




dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah secara optimal dalam pelaksanaan
kegiatan operasional Program Bangga Kencana serta penurunan stunting,
dan dapat disinergikan dengan berbagai kegiatan operasional lain yang
dialokasikan dari APBD dan dana transfer lainnya untuk mendukung

pencapaian target/sasaran Program Bangga Kencana.

B. Arah Kebijakan dan Strategi
1. Kebijakan

a. Pemerintah daerah kabupaten dan kota sesuai kewenangannya
wajib mengalokasikan anggaran uniuk urusan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) melalui alokasi APBD serta
dapat didukung oleh TKDD yang di dalamnya terdapat DAK Fisik
dan BOKB;

b. Pengalokasian dana BOKB untuk operasional Balai Penyuluhan
KB, operasional pelayanan KB, Operasional penggerakan di
Kampung KB, operasional pembinaaan Program Bangga Kencana
oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD), dukungan operasional
penanganan stunting serta dukungan manajemen BOKB dan SIGA
disusun berdasarkan harga satuan yang tertuang dalam SBM,
sedangkan untuk harga satuan yang tidak ada dalam SBM maka
telah dilakukan perhitungan perkiraan harga melalui Harga Satuan
Pokok Kegiatan (HSPK) oleh BKKBN dan berdasarkan harga rata-
rata nasional. Apabila terdapat perbedaan antara SBM Tahun
Anggaran 2021 dengan standar biaya yang berlaku dalam
ketentuan daerah di Kabupaten dan Kota maka DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
SIBOLGA dapat melakukan penyesuaian satuan biaya pada volume
atau frekuensi kegiatan sesuai dengan harga satuan yang berlaku
di dalam ketentuan daerah, namun dengan target minimal sesuai
detail rincian bedasarkan surat Kepala BKKBN Nomor
2341/RC.05/B1/2020 perihal Alokasi DAK Fisik Reguler
Subbidang KB dan serta DAK Nonfisik (BOKB) Tahun Anggaran
2022, dan tidak dapat melakukan realokasi anggaran antar menu;

c. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SIBOLGA dalam melaksanakan dana BOKB agar
menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan BOKB yang berpedoman pada
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
tentang Petunjuk Teknis BOKB Tahun 2022 dan mengacu pada




ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

d. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SIBOLGA penerima BOKB agar membuat Surat Ketetapan
Kepala Daerah tentang Pelaksanaan BOKB berdasarkan petunjuk
teknis BOKB;

e. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SIBOLGA agar melakukan optimalisasi fungsi Balai
Penyuluhan KB sebagai pusat pengendali operasional Program
Bangga Kencana serta penurunan sfunfing di lini lapangan serta
dapat meningkatkan pendayagunaan Penyuluh KB/PLKB uniuk
melaksanakan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian
target/sasaran Program Bangga Kencana serta penurunan
stunting, baik melalui alokasi BOKB atau APBD; dan

f. Alokasi anggaran dan kegiatan BOKB dilaksanakan dengan
mengacu pada petunjuk teknis penggunaan BOKB serta
memperhatikan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Strategi

Atas dasar kebijakan tersebut, maka telah dirumuskan strategi sebagai

berikut:

a. Peningkatan sinergitas sumber pembiayaan Program Bangga
Kencana antara alokasi APBD Kabupaten dan Kota dengan dana
transfer BOKB;

b. Peningkatan kualitas penyusunan rencana kerja BOKB oleh Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarge Berencana Koia Sibolga
dengan melibatkan petugas lapangan (Penyuluh KB/PLKB, PPKBD,
SubPPKBD), Pengelola Balai Penyuluhan KB, Pokja Kampung KB,
dan Tim Penurunan Angka Kemafian lbu dan Stunting serta
berkoordinasi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi masing-masing;

c. Proses pelaksanaan kegiatan BOKB oleh Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga mengacu pada
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
tentang Petunjuk Teknis BOKB Tahun 2022 dan peraturan
perundang-undangan lain yang berlaku;

d. Penguatan sinergitas pelaksanaan tugas Tim Pengendali DAK
Tingkat Pusat dan Tingkat Provinsi serta Tingkat kabupaten dan

kota sejak perencanaan (itermasuk data basis), pelaksanaan,




pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan BOKB serta
penyampaian laporan realisasi penyerapan anggaran dan laporan
realisasi penggunaan BOKB secara berkala kepada BKKBN melalui
aplikasi MORENA;

Peningkatan pemahaman para pengelola dan Tim pengendali DAK
tingkat kabupaten dan kota atas petunjuk teknis penggunaan
BOKB yang telah ditetapkan, serta pemahamian atas berbagai
ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait
dengan pengelolaan DAK Nonfisik (BOKB]J;

Penguatan peran dan fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai pusat
pengendali operasional Program Bangga Kencana serta penurunan
stunting di lini lapangan,

Peningkatan koordinasi DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA SIBOLGA deérigan Badar/Dinas
Keuangan Daerah dan Badan Pengawas Daerah /Inspekitur Wilayah
Daerah di kabupaten dan kota, meliputi alokasi, penyaluran,

pelaksanaan, dan pelaporan;

. Peran Tim Pengendali DAK Tingkat Provinsi untuk

pelaksanaan BOKB antara lain adalah:

1) menginventarisasi dan melakukan pembahasan teknis indikasi
kebutuhan/usulan Menu/Sub Menu Kegiatan dengan DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SIBOLGA untuk perencanaan BOKB (melibatkan DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK PAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SIBOLGA Tk. Provinsi serta OPD yang menangani
urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Tk. Provinsi dan
kab/kota);

2% memberikan masukan/usulan Menu/Sub Menu Kegiatan
(termasuk definisi operasional/target/sasaran/oufput yang
diharapkan) yang sesuai dengan kondisi wilayah,;

3 pendampingan kepada DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SIBOLGA
kabupaten/kota dalam pemutakhiran Data Basis Perencanaan
BOKB;

4  melakukan verifikasi Data Basis Perencanaan DAK dari DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SIBOLGA Provinsi sebelum dikirimkan kepada
Pengampu {UKE=2) Menu Kegiatan;

9 koordinasi/fasilitasi konsultasi DINAS PENGENDALIAN




PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SIBOLGA
kabupaten/kota dalam pelaksanaan BOKB dan memberikan
alternatif pemecahan masalah dalam proses pengelolaan DAK;
koordinasi dan fasilitasi pelaporan/realisasi BOKB; dan
melakukan evaluasi dan monitoring berkala pelaksanaan
BOKB tahun sebelumnya dan inventarisasi permasalahan
yang terjadi pada pelaksanaan tahun berjalan.




Tujuan dan Sasaran

Tujuan

a.

Tujuan Umum

Secdara umurm Bartuan Operasional Keluarga Berericana {BOKB)
bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dan
Kota dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan guna
memberikan dukungan terhadap upaya pencapaian
target/sasaran prioritas Pembangunan Keluarga, Kependudukan
dan Keluarga Berencana {Bangga Kencana} serta penurunan
stunting.

b. Tujuan Khusus
Secara khusus, BOKB bertujuan untuk memberikan dukungan
dana operasional Program Bangga Kencana dan Percepatan
Penurunan Stunting.

Sasaran

Terlaksananya Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan
Stunting di kabupaten dan keta hingga ke lini lapangan:




BAB1I
PENGGUNAAN BOKB

BOKB adalah belanja langsung berupa belanja barang dan jasa untuk

kegiatan operasional yang sifatnya mendukung pelayanan publik, terdiri

dari:
A,
1.

a.

Dukungan operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB:
Biaya Operasional Penyuluhan KB
Rincian Kegiatan

Biaya operasional penyuluhan KB adalah biaya yang digunakan
untuk mendukung kegiatan penyuluhan KB dalam rangka
meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja, para calon
pengantin/calon pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu
hamil, ibu menyusui, keluarga yang memiliki anak usia 0 = 59 bulan,
remaja dan lansia tentang materi-materi terkait persiapan dan
kehidupan berkeluarga seperti kesehatan reproduksi, pelayanan KBPP,
pola pengasuhan 1.000 hari pertama kehidupan, kesehatan ibu dan
bayi, peningkatan gizi balita dan anak, dan lainnya. Pertemuan
penyuluhan dilakukan secara berkelompok melalui luring dan/atau
daring. Fasilitator yang memfasilitasi pertemuan penyuluhan KB ini
adalah Peniyuluh KB/PLKB baik ASN danjatau Non ASN berkolaborasi
dengan Bidan dan/atau Kader TP PKK serta mitra Kkerja strategis
lainnya. Kegiatan penyuluhan KB dilakukan di Balai Penyuluhan
minimal 12 (dua belas) kali dalam setahun.

Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan dalam penggunaan biaya operasional
penyuluhan KB oleh petugas lini lapangan di Balai Penyuluhan KB
adalah penyuluhan kepada keluarga, Pasangan Usia Subur (PUS), ibu
hamil, calon pengantin, remaja serta lansia. Secara spesifik sasaran
tersebut mengacu kepada keluarga yang memiliki anak usia 0-59
bulan, remaja usia 10=24 tahun yang belum menikah, keluarga yang
memiliki remaja usia 10-24 tahun yang belum menikah, keluarga yang
memiliki lansia, ataupun keluarga lainnya yang berkeinginan untuk
menjadi akseptor KB serta tokoh agama.




Lingkup Pembiayaan

Biaya operasional penyuluhan KB terdiri dari Biaya Konsumsi
operasional Penyuluhan KB dan/atau uang transpor operasional serta
honor fasilitator untuk para petugas saat melakukan penyuluhan di
Balai Penyuluhan KB.

Apabila kegiatan dilakukan secara daring pembiayaan dialihkan
dalam bentuk penggantian pulsa/data sesuai ketentuan yang berlaku.
Cutput

Output dalam penggunaan biaya operasional Penyuluhan KB oleh
petugas lini lapangan di Balai Penyuluhan KB adalah :

1) peningkatan peserta KB baru dan/atau ganti cara MKJP;
2} penambahan peserta KB aktif;
3) peningkatan jumlah keluarga yang terpapar Program Bangga

Kencana;

4) peningkatan jumlah keluarga yang terpapar program Penurunan
stunting;

S) peningkatan partisipasi calon pengantin/ calon pasangan usia
subur yang memeriksakan kesehatannya di fasilitasi kesehatan;

6) peningkatan partisipasi ibu hamil yang memeriksakan
kesehatannya di fasilitasi kesehatan; dan

7) peningkatan partisipasi ibu dan anak usia 0 = 24 bulan yang
mendapatkan pelayanan kesehatan dan gizi di Posyandu.

Biaya Operasional Pengolahan Data
Rincian Kegiatan
Biaya operasional pengolahan data adalah biaya untuk
mendukung pengolahan data Program Bangga Kencana dan/atau data
lainnya yang berhubungan dengan percepatan penurunan stunting.
Pengelola data-data tersebut dilakukan oleh Penyuluh KB, PLKB baik
yang berstatus ASN ataupun non ASN serta Kader IMP yang ditunjuk
sebagai Pengolah Data di Balai Penyuluhan KB, yang mencakup
kegiatan:
1) Pengolahan data register pengendalian lapangan;
2) Pengolahan data register pelayanan kontrasepsi;
3) Pengolahan data pemutakhiran rekapitulasi basis data keluarga
Indonesia;
4 Pengolahan data dasar Program Bangga Kencana di Balai
Penyuluhan KB; dan
S) Mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data e-




survailance stunting.
Sasaran Kegiatan
Sasaran kegiatan Biaya Operasional Pengolahan Data diberikan
kepada Penyuluh KB, PLKB baik yang berstatus ASN ataupun non ASN,
Kader IMP dan petugas pencatatan dan pelaporan yang ditunjuk
sebagai Pengolah Data di Balai Penyuluhan KB.
Lingkup Pembiayaan
Biaya operasional pengolahan data ferdiri dari Biaya Konsumsi dan
atau/ biaya operasional pengolahan data yang dilakukan setiap bulan
sekali atau 12 {dua belas) kali dalam setahun.
Output
Cutput dalam penggunaan biaya operasional pengolahan data
adalah sebagai berikut:
1} Pemetaan calon Pasangan Usid Subur {PUS) dan PUS;
2) Pemetaan Ibu Hamil;
3) Pemetaan keluarga berdasarkan keikutsertaan dalam poktan;
4) Pemetaan keluarga yang mempunyai Baduta (bayi usia di bawah
dua tahun); dan
S5) Pemetaan Keluarga berisiko stunfing.

Biaya Operasional Pembinaan Kader
Rincian Kegiatan

Biaya Operasional Pembinaan Kader merupakan kegiatan
pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kader IMP
dalam peran bakti IMP dan tugasnya sebagai Tim Pendamping Keluarga
dalam melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan
fasilitasi pemberian bantuan sosial serta surveilans keluarga berisiko
stunting. Tema-tema yang diangkat dalam kegiatan pembinaan kader
IMP adalah terkait pelaksanaan Program Bangga Kencana dan
intervensi Pelayanan spesifik dan sensitif. Pertemuan pembinaan kader
IMP dilakukan secara berkelompok melalui luring dan/atau daring.
Kegiatan pembinaan kader ini difasilitasi oleh Penyuluh KB/PLKB
dan/atau Bidan, Kader TP PKK dan mitra kerja lain di Balai
Penyuluhan KB melalui pertemuan penyuluhan secara berkelompok
minimal 4 (empat) kali dalam setahun.
Sasaran Kegiatan

Sasaran biaya operasional pembinaan kader diberikan kepada
petugas lini lapangan yang melakukan pembinaan kepada kader IMP.
Lingkup Pembiayaan

Biaya operasional pembinaan kader terdiri dari Biaya Konsumsi




pembinaan kader dan atau/ uang transport operasional dan atau/
honor fasilitator untuk para petugas saat melakukan pembinaan kader
di Balai Penyuluhan KB. Apabila kegiatan dilakukan secara daring
pembiayaan dialihkan dalam bentuk penggantian pulsa/data sesuai
ketentuan yang berlaku.
Output

Dengan adanya pembiayaan operasional pembinaan bagi kader
yang dilakukan oleh petugas lini lapangan di Balai Penyuluhan KB
diharapkan menghasilkan output pada peningkatan peran bakti dan
kapasitas kader IMP dalam pelaksanaan tugas sebagai tim pendamping
keluarga.
Biaya Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan
Rincian Kegiatan

Biaya Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan merupakan
kegiatan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
para Tenaga Lini Lapangan tentang Program Bangga Kencana serta
program percepatan penurunan stunting. Kegiatan Orientasi Tenaga
Lini Lapangan ini dilakukan oleh Penyuluh KB/PLKB di Balai
Penyuluhan KB. Pertemuan orientasi Tenaga Lini Lapangan dilakukan
secara berkelompok melalui luring dan/atau daring. Kegiatan Orientasi
Tenaga Lini Lapangan difasilitasi oleh Penyuluh KB/PLKB dan/atau
Bidan, Kader TP PKK dan miira kerja lain di Balai Penyuluhan KB.
Kegiatan Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan dilakukan
minimal 3 {tiga) kali setahun dengan berbagai tema orientasi, antara
lain: tema pembangunan keluarga, Stunfing dan New SIGA.
Sasaran Kegiatan

Biaya operasional orientasi Tenaga Lini Lapangan diberikan untuk
penyampaian materi orientasi kepada kader Poktan BKB, kader Poktan
BKR, pendidik sebaya dan konselor sebaya pada PIK-R, kader Poktan
BKL, kader UPPKA serta Pokja Kampung KB serta Penyuluh KB/PLKB,
Kader IMP dan/atau mitra kerja yang ditugaskan sebagai pengelola
data pelayanan KB dan atau pengendalian lapangan.
Lingkup Pembiayaan

Biaya operasional orientasi Tenaga Lini Lapangan terdiri dari Biaya
Konsumsi orientasi Tenaga Lini Lapangan uang transport operasional
danjatau honor fasilitator untuk para petugas saat melakukan
orientasi Tenaga Lini Lapangan di Balai Penyuluhan KB. Apabila
kegiatan dilakukan secara daring pembiayaan dialihkan dalam bentuk
penggantian pulsa/data sesuai ketentuan yang berlaku.




1)

2

3)

Output

Dengan adanya biaya Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan
diharapkan menghasilkan oufpuf yaitu meningkatnya pengetahuan
kader (termasuk Pokja Kampung KB dan Kader TP PKK) yang
terorientasi serta pengetahuan dan keterampilan petugas lini lapangan
dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data New SIGA.
Biaya Dukungan Langganan Daya dan Jasa

Biaya dukungan langganan daya dan jasa adalah biaya untuk
membayar listrik dan/atau air yang dipergunakan di Balai Penyuluhan
KB untuk setiap bulan atau selama 1 tahun (12 bulan).
Operasional Jasa Tenaga Keamanan dan Pramusaji Balai Penyuluhan
KB

Operasional Jasa Tenaga Keamanan dan Pramusaji Balai
Penyuluhan KB adalah biaya yang digunakan untuk 1 (satu} orang
tenaga Jasa Keamanan dan 1 (satu) orang Jasa Pramusaji untuk setiap
bulan selama 1 tahun (12 bulan) di Balai Penyuluhan KB.

Bigya Operdsionial Pelayarnian KB gritgrs 1din:

Biaya Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi

Rincian Kegiatan

Kegiatan distribusi alokon mencakup kegiatan mendisiribusikan alokon
untuk fasilitas kesehatan yang dapat didukung dengan kegiatan
pengepakan, pengiriman/ekspedisi, konsumsi, bahan bakar minyak
(BBM) dan transportasi.

Sasaran Kegiatan

Sasaran BOKB Distribusi Alokon tahun 2022 adalah seluruh faskes
yang teregistrasi pada sistem informasi manajemen BKKBN.

Lingkup Pembiayaan

Biaya bahan bakar minyak

Biaya Bahan Bakar Minyak adalah biaya yang digunakan untuk
pembelian bahan bakar kendaraan untuk distribusi alokon serta
dilampirkann  bukti pembelian bahan  bakar yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Biaya Transport

Biaya uang transportasi adalah biaya yang digunakan untuk
operasional petugas dalam rangka pendistribusian alokon serta
dilampirkan bukti pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Biaya Konsumsi

Biaya Konsumsi adalah biaya untuk pembelian makan dan minum
petugas dalam rangka mendukung pendistribusian alokon serta
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gi

dilampirkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Biaya Jasa pengiriman fekspedisi 1 (satu) paket

Biaya jasa pengiriman/ekspedisi adalah biaya untuk pengiriman
alokon dengan menggunakan jasa ekspedisi atau jasa lainnya serta
dilampirkan bukti biaya pengiriman yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Biaya pengepakan barang 1 {satu) paket

Biaya pengepakan adalah biaya untuk pembelian bahan pengepakan
dalam rangka mendukung pendistribusian alokon serta dilampirkan
bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lingkup pembiayaan untuk kegiatan distribusi alokon dapat dipilih dan
disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah serta frekuensi
jadual distribusi alokon dapat disesuaikan dengan pembiayaan yang
tersedia.

. Output

Sebagai output kegiatan adalah faskes yang teregister tidak mengalami
kendala dalam distribusi alokon sehingga tidak terjadi stock out alokon.
Stock out adalah kondisi terjadinya kekosongan salah satu atau lebih
jenis alokon, baik di gudang maupun di fasilitas kesehatan. Suatu
faskes akan dianggap stock ouf untuk suatu metode jika sisa stok akhir
bulan ini adalah kosong atau nol untuk metode kontrasepsi yang

dilayani di faskes tersebut.

Biaya Operasional Koordinasi Pelayanan KB di Faskes

Rincign Kegidtgn

Kegiatan yang dilakukan berupa pertemuan koordinasi yang dilakukan
dengan melibatkan stakeholder dan mitra kerja terkait termasuk
organisasi profesi di tingkat Kabupaten/Kota dalam upaya
meningkatkan komitmen dalam program KB. Pertemuan koordinasi
Pelayanan KB di Faskes dilaksanakan oleh OPD KB Kabupaten/Kota
minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

Bila dalam kondisi tertentu pembinaan tidak dapat dilakukan secara
langsung, misalnya situasi pandemi COVID-19, maka pembinaan ke
fasilitas kesehatan dapat dilakukan secara daring.

Sasaran kegiatan

Sasaran pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan KB di faskes
antara lain:

1} Dinas Pengendalian Penduduk dan KB;

2) Dinas Kesehatan;




3] Pimpinan Faskes;
4) Organisasi Profesi (POGI, IBI, IDI, dllj; dan
5 Mitra Kerja Potensial Lainnya.
c. Lingkup pembiayaan
Lingkup pembiayaan operasional koordinasi pelayanan KB di faskes,
antara lain:
1) Biaya Konsumsi pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan KB
di faskes dan/atau; dan
2) Biaya transport peserta pertemmuan Kkoordinasi peningkatan
pelayanan KB di faskes.
Apabila kegiatan dilakukan secara daring pembiayaan dialihkan dalam
bentuk penggantian pulsa/data sesuai ketentuan yang berlaku.
d. Ouiput
Target pencapaian tahun 2022 adalah seluruh kabupaten/kota
melaksanakan pertemuan koordinasi pelayanan KB di Faskes minimal
2 {(dua) kali dalam 1 (satu) tahun, sehingga melalui pertemuan
koordinasi didapatkan penguatan komitmen dan rekomendasi dalam
upaya mengatasi permasalahan dalam rangka peningkatan pelayanan
KB di faskes.

3. Operasional Pembinaan Pelayanan KB di Faskes
Merupakan kegiatan pembinaan bagi fasilitas kesehatan bagi pengelola
program KB di fasilitas kesehatan.
a. Rincian Kegiatan
Operasional Pembinaan Pelayanan KB di Faskes dapat digunakan
melalui 2 {dua) mekanisme:
1) Pembinaan oleh petugas/pengelola program KB kabupaten/kota
dengan melakukan kunjungan langsung ke faskes yang
teregistrasi dalam sistem informasi BKKBN; dan

2) Pembinaan yang dilakukan melalui pertemuan di kabupaten/kota
dengan menghadirkan faskes yang teregistrasi. Bila dalam kondisi
tertentu pembinaan tidak dapat dilakukan secara langsung, misalnya
situasi pandemi COVID-19, maka pembinaan ke fasilitas kesehatan
dapat dilakukan secara daring.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran BOKB operasional pembinaan pelayanan KB di faskes adalah
pengelola program KB di faskes yang telah teregistrasi dalam sistem
informasi manajemen BKKBN. Pada tahun 2022 yang mendapatkan
dukungan dana operasional pembinaan pelayanan KB sebanyak paling




sedikit 50% dari faskes yang teregistrasi. Pembinaan diprioritaskan bagi
faskes yang capaian pelayanannya rendah atau faskes yang memiliki
kendala atau permasalahan pelayanan KB.

¢c. Lingkup Pembiayaan

Lingkup pembiayaan operasional pembinaan pelayanan KB di faskes,

antara lain:

1} Biaya transport kunjungan langsung ke faskes yang teregistrasi
dalam sistem informasi BKKBN oleh 1 (satu) petugas/pengelola
program KB kabupaten/kota;

2) Biaya transport petugas Faskes yang hadir ke OPD KB
Kabupaten/Kota atau lokasi pertemuan yang ditentukan, untuk
dilakukan pembinaan pelayanan KB di faskes;dan

3) Konsumsi pertemuan pembinaan Faskes dalam Peningkatan
Pelayanan KB.

Apabila pembinaan Faskes dilakukan secara virtual, pembiayaan dapat

dialihkan dalam bentuk penggantian pulsa/data sesuai ketentuan yang

berlaku.
d. Output

Output dukungan operasional pembinaan pelayanan KB di faskes tahun

2022 adalah jumlah faskes yang dilakukan pembinaan oleh OPD KB

kabupaten dan kota sebanyak minimal 4 {empat) kali dalam 1 {satu)

tahun. Pembinaan dilakukan untuk melakukan identifikasi kendala
yang dihadapi faskes dalam upaya peningkatan pelayanan KB. Apabila
terdapat kendala maka dapat segera ditindaklanjuti, sehingga
pelayanan KB di faskes meningkat dan target program kabupaten/kota

dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

4. Operasional Penggerakan Pelayanan KB IUD

a. Definisi
Operasional penggerakan pelayanan KB IUD adalah rangkaian kegiatan
yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan kepada calon akseptor
ataupun peserta KB agar bersedia dihadirkan ke tempat pelayanan KB
serta mendapat pelayanan IUD.

b. Rincian Kegiatan
Pemberian pelayanan pemasangan IUD oleh dokter/bidan kompeten.

¢c. Sasaran Kegiatan
Pasangan usia subur yang membutuhkan pelayanan KB IUD.

d. Lingkup Pembiayaan
Pembiayaan dana BOKB Penggerakan Pelayanan KB IUD terdiri dari:
1) Biaya Layanan Penggerakan KB IUD




Biaya layanan penggerakan KB IUD tidak boleh melebihi harga satuan
yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 226.600,- {dua ratus dua puluh enam
ribu enam ratus rupiah).

Biaya layanan penggerakan KB IUD merupakan komponen yang terdiri
dari Biaya Medis dan pembiayaan lainnya yang dapat dipilih sesuai dengan
kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota. Biaya Medis diberikan
kepada Fasilitas Kesehatan baik pemerintah atau swasta serta PMB yang
memberikan pelayanan IUD sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per
akseptor sesuai standar biaya non kapitasi pelayanan KB pada BPJS
kesehatan.

Komponen Pembiayaan lainnya yang dapat dipilih pada biaya layanan
penggerakan IUD terdiri dari:

a) Belanja makan dan minum (konsumsi) untuk calon akseptor, petugas
pendukung kegiatan pelayanan, dan/atau Tenaga Lini Lapangan;
b) Biaya transportasi dapat diberikan untuk:
(1) Calon akseptor yang datang ke fasilitas kesehatan; dan/atau
(2) Petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau Tenaga Lini
Lapangan yang melakukan penggerakan dan membawa akseptor
ke fasilitas kesehatan.
¢) Biaya Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai {BMHP) diperuntukkan
untuk menyediakan BMHP yang dibutuhkan dalam pelayanan KB IUD;
d) Biaya Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri selanjuinya disingkat APD merupakan kelengkapan

yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja

untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang sekitarnya.

Biaya penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) diperuntukkan kepada

provider yang memberikan pelayanan KB IUD. Penyediaan APD

disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis APD dapat terdiri dari masker medis, sarung tangan medis, dan

baju hazmat. Penyediaan APD disesuaikan dengan ketentuan yang

berlaku. APD dapat disediakan dari dana BOKB jika tidak tersedia atau
terjadi kekurangan di fasilitas kesehatan.
2) Biaya Dukungan Pelayanan KB IUD

Biaya Dukungan Pelayanan KB IUD dapat disediakan dari biaya layanan
penggerakan KB IUD yang tidak digunakan. Dukungan pelayanan KB IUD
yang dapat disediakan adalah hal-hal lain yang diperlukan dalam pelayanan
1UD, conioh: laboratorium pemeriksaan tes kehamilanjtest pack.
Penyediaan dukungan pelayanan IUD menggunakan dana yang tersedia dan
tidak dimanfaatkan serta disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
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Output
Akseptor IUD.

Operasional Penggerakan Pelayanan KB Implan

Definisi

Operasional penggerakan pelayanan KB Implan adalah rangkaian

kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan kepada calon

akseptor ataupun pesertza KB agar bersedia dihadirkan ke tempat
pelayanan KB serta mendapat pelayanan Implan

Rincian Kegiatan

Pemberian pelayanan pemasangan Implan oleh dokter/bidan kompeten

Sasaran Kegiatan

Pasangan usia subur yang membutuhkan pelayanan KB Implan

Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan dana BOKB Penggerakan Pelayanan KB Implan terdiri dari:

1} Biaya Layanan Penggerakan KB Implan
Biaya layanan penggerakan KB Implan tidak boleh melebihi harga

satuan yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 213.600, (Dua Ratus Tiga

Belas Ribu Enam Ratus Rupiah).

Apabila akseptor melakukan pencabutan dan pemasangan Implan

dalam satu waktu, maka Biaya Medisnya dapat dibayarkan 2 {duaj kali

namun biaya layanan lainnya dibayarkan 1 (satu) kali bersumber dari
salah satu menu pembiayaan (Pemasangan Implan atau pencabutan

Implan).

Biaya layanan penggerakan KB Implan merupakan komponen
yang terdiri dari Biaya Medis dan pembiayaan lainnya yang dapat
dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota.
Biaya Medis diberikan kepada Fasilitas Kesehatan baik pemerintah
atau swasta serta PMB yang memberikan pelayanan Implan sebesar Rp
100.000,- {Seratus Ribu Rupiah) per akseptor sesuai standar biaya non
kapitasi pelayanan KB pada BPJS kesehatan. Komponen Pembiayaan
lainnya yeang dapat dipilih pada bigya layanan penggerakan Implan
terdiri dari:

a) Belanja makan dan minum (konsumsi) untuk calon akseptor,
petugas pendukung kegiatan pelayanan, danj/atau Tenaga Lini
Lapangan;

b) Biaya transportasi dapat diberikan untuk:

(1) Calon aksepior yang datang ke fasilitas kesehatan; dan/atau

(2) Petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau Tenaga Lini
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Lapangan yang melakukan penggerakan dan membawa
akseptor ke fasilitas kesehatan; dan/atau
c) Biaya Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri selanjuimya disingkat APD merupakan
kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan
risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang
sekitarnya.

Biaya penyediaan APD diperuntukkan kepada provider yang
memberikan pelayanan KB Implan. Penyediaan APD disesuaikan
dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis APD dapat terdiri dari masker medis, sarung tangan medis,
dan baju hazmat. Penyediaan APD disesuaikan dengan ketentuan yang
berlaku. APD dapat disediakan dari dana BOKB jika tidak tersedia atau
terjadi kekurarigan di fasilitas kesehatan.

Biaya Dukungan Pelayanan KB Implan
Biaya Dukungan Pelayanan KB Implan dapat disediakan dari biaya

layanan penggerakan KB Implan yang tidak digunakan. Dukungan
pelayanan KB Implan yang dapat disediakan adalah hal-hal lain yang

diperlukan dalam pelayanan Implan, contoh: laboratorium pemeriksaan tes

kehamilan/test pack. Penyediaan dukungan pelayanan Implan
menggunakan dana yang tersedia dan tidak dimanfaatkan serta disesuaikan
dengan ketentuan yang berlaku.

€.

Cutput
Akseptor Implan.

Operasional Penggerakan Pelayanan KB MOW
Definisi
Operasional penggerakan pelayanan KB MOW adalah rangkaian
kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan kepada calon
akseptor ataupun peserta KB agar bersedia dihadirkan ke tempat
pelayanan KB serfa mendapat pelayanan MOW.
Rincian Kegiatan
Pemberian pelayanan MOW oleh dokter kompeten.
Sasaran Kegiatan
Pasangan usia subur yang membutuhkan pelayanan KB MOW.
Lingkup Pembiayaan
Pembiayaan dana BOKB Penggerakan Pelayanan KB MOW terdiri dari:
1) Biaya Layanan Penggerakan KB MOW

Biaya layanan penggerakan KB MOW tidak boleh melebihi harga




satuan yang ditetapkan sebesar Rp. 2.763.700,- (Dua Juta Tujuh Ratus

Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Biaya layanan penggerakan KB MOW merupakan komponen yang
terdiri dari Biaya Medis dan pembiayaan lainnya yang dapat dipilih
sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota. Biaya
Medis diberikan kepada Fasilitas Kesehatan baik pemerintah atau
swasta yang memberikan pelayanan MOW sebesar Rp 1.782.700,:
(Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
per akseptor sesuai standar tarif INA CBG'S pelayanan KB pada BPJS
kesehatan. Pelayanan MOW satu paket dengan pelayanan sectio
caesarea tidak dapat dibayarkan jasa medisnya menggunakan dana
BOKB.

Komponen Pembiayaan lainnya yang dapat dipilih pada biaya
layanan penggerakan MOW terdiri dari:

a) Belanja makan dan minum (konsumsi) untuk calon akseptor,
petugas pendukung kegiatan pelayanan, dan/atau Tenaga Lini
Lapangan;

b) Biaya transportasi dapat diberikan untuk:

(1) Calon akseptor yang datang ke fasilitas kesehatan;

(2) Petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau Tenaga Lini
Lapangan yang melakukan penggerakan dan membawa
akseptor ke fasilitas kesehatan; dan/atau

(3) Transport membawa akseptor MOW ke fasilitas kesehatan di
luar wilayah Kabupaten/Kota setempat. Besaran nilai yang
digunakan sesuai dengan ketersediaan dana yang ada dan at
cost.

¢) Pengganti tidak bekerja diberikan kepada akseptor MOW sebesar
maksimal Rp. 300.000,= (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per akseptor.
Besaran biaya pengganti tidak bekerja mengacu pada Peraturan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang
Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional dan merupakan satuan biaya tertinggi yang
dapat diberikan.

d) Biaya Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
diperuntukkan untuk menyediakan BMHP yang dibutuhkan dalam
pelayanan KB MOW.

€) Biaya Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri selanjuinya disingkat APD adalah
kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya
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dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri
dan orang sekitarnya.

Biaya penyediaan APD diperuntukkan kepada provider yang
memberikan pelayanan KB MOW. Penyediaan APD disesuaikan
dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis APD dapat terdiri dari masker medis, sarung tangan
medis, dan baju hazmat. Penyediaan APD disesuaikan dengan
ketentuan yang berlaku. APD dapat disediakan dari dana BOKB
jika tidak tersedia atau terjadi kekurangan di fasilitas kesehatan.
Biaya pemeriksaan deteksi dini COVID-19 dapat diberikan kepada
akseptor danjatau provider yang memberikan pelayanan MOW.
Penyediaan pemeriksaan deteksi dini COVID-19 disesuaikan

dengan ketentuan yang berlaku dan kondisi daerah setempat.

Biaya Dukungan Pelayanan KB MOW

Biaya Dukungan Pelayanan KB MOW dapat disediakan dari biaya
layanan penggerakan KB MOW yang tidak digunakan. Dukungan
pelayanan KB MOW yang dapat disediakan antara lain pemeriksaan

tambahan atau perawatan medis yang diperlukan untuk pelayanan KB

MOW. Penyediaan Biaya Dukungan Pelayanan KB MOW yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan MOW tersebut dapat
menggunakan dana yang tersedia dan tidak dimanfaatkan serta
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

. Output

Akseptor MOW.

Operasional Penggerakan Pelayanan KB MOP

Definisi

Operasional penggerakan pelayanan KB MOP adalah rangkaian
kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan kepada calon
akseptor ataupun peserta KB agar bersedia dihadirkan ke tempat
pelayanan KB serta mendapat pelayanan MOP.

Rincian Kegiatan

Pemberian pelayanan MOP oleh dokier kompeten.

Sasaran Kegiatan

Pasangan usia subur yang membutuhkan pelayanan KB MOP.

Lingkup Pembiayaan
Pembiayaan dana BOKB Penggerakan Pelayanan KB MOP terdiri dari:

5

Biaya Layanan Penggerakan KB MOP
Biaya layanan penggerakan KB MOP tidak boleh melebihi harga




satuan yang ditetapkan sebesar Rp. 1.169.000,- (Satu Juta Seratus

Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Biaya layanan penggerakan KB

MOP merupakan komponen yang terdiri dari Biaya Medis dan

pembiayaan lainnya yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan

masing-masing kabupaten dan kota. Biaya Medis diberikan kepada

Fasilitas Kesehatan baik pemerintah atau swasta yang memberikan

pelayanan MOP sebesar Rp 350.000,= {tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

per akseptor sesuai standar biaya non kapiiasi pelayanan KB pada

BPJS kesehatan.

Komponen Pembiayaan lainnya yang dapat dipilih pada biaya
layanan penggerakan MOP terdiri dari:

a) Belanja makan dan minum (konsumsi} untuk calon akseptor,
petugas pendukung kegiatan pelayanan, danjatau Tenaga Lini
Lapangan.

b) Biaya transportasi dapat diberikan untuk:

(1) Calon akseptor yang datang ke fasilitas kesehatan;

(2) Petugas pendukung kegiatan pelayanan danjatau Tenaga Lini
Lapangan yang melakukan penggerakan dan membawa
akseptor ke fasilitas kesehatan; dan/atau

(3) Transport membawa akseptor MOP ke fasilitas kesehatan di
luar wilayah Kabupaten/Kota setempat. Besaran nilai yang
digunakan sesuai dengan ketersediaan dana yang ada dan af cost.

c¢) Pengganti tidak bekerja diberikan kepada akseptor MOP sebesar
maksimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per akseptor.

Besaran biaya pengganti tidak bekerja mengacu pada Peraturan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang

Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional dan merupakan satuan biaya tertinggi yang

dapat diberikan.

d) Biaya Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
diperuntukkan untuk menyediakan BMHP yang dibutuhkan dalam
pelayanan KB MOP.

e) Biaya Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan

yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja

untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang
sekitarnya.

Biaya penyediaan (APD) diperuntukkan kepada provider yang

memberikan pelayanan KB MOP. Penyediaan APD disesuaikan




dengan ketentuanyang berlaku.

Jenis APD dapat terdiri dari masker medis, sarung tangan medis,
baju hazmat. Penyediaan APD disesuaikan dengan ketentuan yang
berlaku. APD dapat disediakan dari dana BOKB jika tidak tersedia
atau terjadi kekurangan di fasilitas kesehatan.

f) Biaya pemeriksaan deteksi dini COVID-19 dapat diberikan kepada
akseptor danjatau provider yang memberikan pelayanan MOP.
Penyediaan pemeriksaan deteksi dini COVID-19 disesuaikan
dengan ketentuan yang berlaku dan kondisi daerah setempat.

2) Biaya Dukungan Pelayanan KB MOP

Biaya Dukungan Pelayanan KB MOP dapat disediakan dari biaya
layanan penggerakan KB MOP yang tidak digunakan. Dukungan
pelayanan KB MOP yang dapat disediakan antara lain pemeriksaan
tambahan atau perawatan medis yang diperiukan untuk pelayanan KB
MOP. Penyediaan Biaya Dukungan Pelayanan KB MOP yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan MOP tersebut dapat
menggunakan dana yang tersedia dan tidak dimanfaatkan serta
disesuaikan dengan keteniuan yang berlaku.
Output
Akseptor MOP.

Operasional Pencabutan Implan

Definisi

Operasional pencabutan Implan adalah rangkaian kegiatan yang

dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan kepada akseptor Implan agar

bersedia dihadirkan ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan

cabut Implan.

Rincian Kegiatan

Pemberian pelayanan pencabutan Implan oleh dokier/bidan kompeten.

Sasaran Kegiatan

Pasangan usia subur yang membutuhkan pelayanan pencabutan

Implan, dengan ketentuan:

1) Telah habis masa pakai implannya;

2) Ingin berganti cara ke metode kontrasepsi jangka panjang lainnya;

3) Mengalami efek samping/komplikasi dari  pemakaian implant
sebelumnya; dan/atau

4) Mengalami kegagalan pemakaian kontrasepsi Implan.

Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan dana BOKB Pencabutan Implan terdiri dari:




1) Biaya Layanan Pencabutan Implan
Biaya layanan pencabutan Implan tidak boleh melebihi harga

satuan yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp 229.000,- (dua ratus dua

puluh sembilan ribu rupiah).

Apabila akseptor melakukan pencabutan dan pemasangan Implan
dalam satu waktu, maka Biaya Medisnya dapat dibayarkan 2 (dua) kali
namun biaya layanan lainnya dibayarkan 1 (satu) kali bersumber dari
salah satu menu pembiayaan (Pemasangan Implan atau pencabuian
Implan).

Biaya layanan pencabutan Implan merupakan komponen yang
terdiri dari Biaya Medis dan pembiayaan lainnya yang dapat dipilih
sesuai dengan kebutuhan masing- masing kabupaten dan kota. Biaya
Medis diberikan kepada Fasilitas Kesehatan baik pemerintah atau
swasta serta PMB yang memberikan pelayanan pencabutan Implan
sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per akseptor sesuai
standar biaya non kapitasi pelayanan KB pada BPJS kesehatan.

Komponen Pembiayaan lainnya yang dapat dipilih pada biaya
layanan penggerakan Implan terdiri dari:

a) Belanja makan dan minum (konsumsij untuk calon akseptor,
petugas pendukung kegiatan pelayanan, dan/atau Tenaga Lini
Lapanigan;

b) Biaya transportasi dapat diberikan untuk:

(1) Calon akseptor yang datang ke fasilitas kesehatan; dan/atau

(2) Petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau Tenaga Lini

Lapangan yang melakukan penggerakan dan membawa
akseptor ke fasilitas kesehatan; dan/atau

c) Biaya Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
diperuntukkan untuk menyediakan BMHP yang dibutuhkan dalam
pelayanan pencabutan Implan.

e. Oulput
Akseptor Cabut Implan.

C. Biaya Operasional Penggerakan di Kampung Keluarga Berkualitas (KB}
1. Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung Keluarga Berkualitas Biaya
operasional pertemuan pokja adalabh biaya yang digunakan untuk
membantu operasional kelompok kerja Kampung KB dalam
melaksanakan pengelolaan Kampung KB.
a. Rincian Kegiatan
Pertemuan kelompok kerja yang didukung dengan dana BOKB
dilakukan minimal enam kali dalam setahun dengan rincian kegiatan




sebagai berikut:

1)

2

3)

4)

Pengumpulan dan analisis data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan ocleh Pokja
Kampung KB/Kader/Kader Rumah Data yang bertujuan untuk
mengumpulkan data baik secara primer (langsung) ataupun sekunder
(memanfaatkan data yang tersedia) yang selanjuinya perlu dilakukan
analisisdalam rangka pemetaan masalah dan potensi Kampung KB.

Adapun data yang dikumpulkan terkait dengan data kuantitas
penduduk, data kualitas penduduk, data mobilitas penduduk, data
pembangunan keluarga, data kasus stunting, data keluarga

risiko stunting, data cakupan administrasi, data perlindungan sosial,
data potensi desa/kelurahan dan data lain sesuai dengan kebutuhan.
Penyusunan rencana kerja
Setelah pengumpulan data dan memetakan potensi dan masalah, maka
pokja menyusun rencana kerja masyarakat (Contoch RKM terlampir -
lampiran nomor 3} dengan mempertimbangkan pricritas pengentasan
masalah dengan memberdayakan segala potensi internal dan
mengoptimalkan jejaring. Rencana Kkerja yang berkaitan dengan
intervensi gizi melalui Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) perlu
disusun secara khusus. Untuk selanjutnya rencana kerja masyarakat
perlu diketahui oleh pemerintah desa/kelurahian agar bersinergi
dengan program pembangunan desajkelurahan. Rencana kerja
masyarakat perlu disampaikan kepada OPD KB kabupaten dan kota
melalui Pembina Kampung KB yaitu Penyuluh KB/PLKB sebagai bahan
dalam advokasi dengan lintas sekior yang dapat berkontribusi di
Kampung KB.
Pencatatan dan Pelaporan kegiatan
Pencatatan dan penyusunan laporan dilakukan setelah pelaksanaan
kegiatan oleh masing-masing pokja melalui website
www. kampungkb.bkkbn.go.id memuat tentang profil Kampung KB,
profil penduduk, kegiatan, serta capaian program.
Monitoring rencana Kerja dan capaian program Monitoring pelaksanaan
rencana kerja dan capaian program dilakukan oleh Penyuluh KB
beserta Pokja Kampung KB. Monitoring ditujukan untuk memperoleh
fakta, data dan informasi tentang pelaksanaan dan capaian
program di Kampung KB. Selanjutnya hasil monitoring perlu
ditindaklanjuti dengan perbaikan pelaksanaan kegiatan dan program.
Sasaran Kegiatan
Sasaran kegiatan dalam penggunaan bantuan operasional pertemuan




pokja adalah:

1) Pokja Kampung Keluarga Berkualitas;

2) Penyuluh KB/PLKB ASN dan Non ASN;

3) PPKBD;

4) Sub PPKBD;

S) Kader Poktan;

6} Pengurus Rumah Data Kependudukan; dan

Pengelola DASHAT.
¢. Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan operasional pokja diberikan dalam bentuk konsumsi dan

atau transport pada pelaksanaan kegiatan secara tatap muka. Apabila

kegiatan dilakukan secara virtual pembiayaan dialihkan dalam bentuk
penggantian pulsa/data sesuai ketentuan yang berlaku.
d. Output

Output dalam penggunaan bantuan operasional pertemuan pokja

Kampung Keluarga Berkualitas, adalah:
1) Rencana Kerja Masyarakat (RKM); dan
2) Laporan dalam website Kampung KB.

Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan (poktan)
a. Rincian Kegiatan

Biaya operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan
adalah biaya untuk pelaksanaan kegiatan di poktan Program Bangga
Kencana, termasuk kegiatan DASHAT, dalam upaya peningkatan ketahanan
keluarga dan percepatan capaian program prioritas nasional. Kegiatan dapat
berupa orientasi teknis, diskusi, tanya jawab dan seterusnya yang
berdampak kepada peningkatan ketahanan keluarga.

Orientasi teknis Ketahanan Keluarga Berbasis Poktan adalah kegiatan
yang bertujuan memberikan informasi pemahaman dan keterampilan
kepada peserta kegiatan dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga.

Operasional ketahanan keluarga dilakukan minimal 8 (delapan) kali
selama 1 (satu) dengan topik pembahasan yang disesuaikan pada kondisi
dan kebutuhan di Kampung KB. Berikut kegiatan-kegiatan yang dapat
dipilih dan dilaksanakan di Kampung KB berbasis poktan Program Bangga
Kencana:

1) Penguatan pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting;

2) Konseling, informasi, dan edukasi tentang kebutuhan dan kecukupan
gizi, pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;

3) Pemberian pengetahuan dan keterampilan dalam pengasuhan dan

pembinaan remaja;
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Penyiapan diri remaja untuk tumbuh dan berkembang secara optimal,
berkualitas dalam upaya penyiapan perencanaan kehidupan
berkeluarga dan generasi berkualitas;

Peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan lansia

dan keluarga lansia untuk meningkatkan kualitas hidup dan

kehidupan lansia;

Peningkatan fungsi ekonomi keluarga dalam upaya perwujudan

kemandirian ekonomi keluarga; dan

Upaya peningkatan pemberdayaan dan perlindungan keluarga.

Sasaran Kegiatan

1) Keluarga anggota kelompok UPPKA;

2) Keluarga yang mempunyai balita;

3 Ibu hamil dan menyusui;

4} Keluarga yang mempunyai remaja usia 10-24 tahun yang belum
menikah;

5 Remaja dengan usia 10-24 tahun yang belum menikah;

6) Lansia dan Keluarga yang mempunyai lansia;

7) Kader;

8 Penyuluh KB/PLKB; dan

9) Pengelola DASHAT.

Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok

kegiatan diberikan dalam bentuk biaya penunjang pelaksanaan

kegiatan berbasis poktan, konsumsi dan atsu transportasi. Pada

pelaksanaan kegiatan secara tatap muka. Apabila kegiatan dilakukan

secara virtual pembiayaan dialihkan dalam bentuk penggantian

pulsa/data sesuai ketentuan yang berlaku.

Cutput

Meningkatnya partisipasi keluarga atau anggota keluarga yang

merupakan sasaran Program Bangga Kencana dalam kegiatan poktan.

Operasional Penurunan Stunting:

Operasional pendampingan calon pengantin (catin) di desa
Pendampingan Catin adalah proses fasilitasi dan edukasi yang
ditindaklanjuti dengan treatment dan upaya-upaya kesehatan dan
peningkatan status gizi sebagai upaya pencegahan stunting bagi
catin/calon pasangan usia subur (caPUS).

Rincian Kegiatan

Pelaksanaan pendampingan bagi catin/caPUS dilakukan minimal 2




(dua) kali pada setiap catinjcaPUS dalam kurun wakiu 3 (tiga) bulan

sebelum menikah, di mana di dalam setiap kegiatan pendampingan

lingkup proses fasilitasi dan edukasi yang dilakukan oleh tim
pendamping sebagai berikut:

1) Mengidentifikasi faktor risiko melahirkan anak stunting
pada catin/caPUS;

2) DMelakukan edukasi faktor risiko melahirkan anak
stunting pada catin/caPUS;

3) Memfasilitasi catin/caPUS melakukan upaya ffreatment)
pencegahan melahirkan anak stunting pada catin/ caPUS;

4} Menginformasikan dan memastikan catin/caPUS mengikuti kelas
dan/atau mendapatkan materi bimbingan perkawinan di institusi
agamanya masing- masing (untuk mendapatkan informasi tentang
KB, Pengasuhan 1000 HPK, dlij;

5 Melakukan KIE dan memastikan PUS baru yang belum layak
hamil untuk menunda kehamilan dengan kontrasepsi yang sesuai;
dan

6) Melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pendampingan
catin/caPUS.

Sasaran Kegiatan

Catin/caPUS sasaran pendampingan adalah lakizlaki dan perempuan

yang akan melakukan pernikahan, diajurkan untuk melakukan

pemeriksaan kesehatan ke fasilitas kesehatan terdekat.

Lingkup Pembiayaan

Biaya Operasional Pendampingan Catin di desa terdiri dari biaya

operasional petugas pendamping dengan bukti visum yang

ditandatangeni oleh catin yang didampingi.

Output

Output dalam pendampingan bagi Calon Pengantin/capus adalah

terdampinginya Catin/CaPUS untuk screening dan edukasi kespro dan

gizi melalui aplikasi pendampingan Catin.

Operasional pendampingan ibu hamil di desa

Pendampingan [bu Hamil di Desa adalah kegiatan yang dilakukan
untuk memantau perkembangan kehamilan dan mendeteksi secara dini
apabila muncul permasalahan untuk segera dilakukan penanganan.
Kegiatan pendampingan ibu hamil di Desa dilakukan oleh Tim
Pendamping yang terdiri dari PKK, Kader dan Bidan. Tim Pendamping
dapat melakukan konsultasi maupun rujukan kepada Tim Pemeriksa




Kehamilan/ANC yang berada di Puskesmas Tingkat Kecamatan
(Dokter, Bidan, Perawat dan Ahli Gizi) dan hal-hal lain.
a. Rincian Kegiatan
Biaya Operasional Pendampingan Ibu Hamil di Desa adalah biaya
operasional yang digunakan untuk mendukung pendampingan setiap
ibu hamil, minimal 8 (delapan} kali dalam setahun.
b. Sasaran Kegiatan
Sasaran kegiatan dalam penggunaan biaya Operasional Pendampingan
Ibu Hamil di Desa adalah semua ibu hamil di desa.
¢. Lingkup Pembiayaan
Biaya Operasional Pendampingan Ibu Pasca Persalinan di desa terdiri
dari biaya operasional petugas pendamping dengan bukti visum yang
ditandatangani oleh ibu hamil yang didampingi.
d. Output
OCutput dalam penggunaan biaya Operasional Pendampingan Ibu Hamil
di Desa adalah menginput kondisi ibu hamil sesuai hasil
pendampingan ke dalam aplikasi pendampingan ibu hamil dan
menindaklanjuti hasil pendampingan di tingkat Kecamatan.
Operasional pendampingan pasca persalinan di desa
Definisi
Pendampingan pasca persalinan di desa adalah kegiatan memberikan
promosi dan KIE tentang KB pasca persalinan, Asi Eksklusif dan tumbuh
kembang anak kepada ibu yang telah melahirkan agar menggunakan alat
kontrasepsi terpilih dalam jangka waktu sampai setahun setelah melahirkan
sehingga memiliki jarak ideal dengan kehamilan berikutnya serta juga
termasuk ibu pasca keguguran yaitu ibu yang diberikan pelayanan KB
dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelah keguguran,
Rincian Kegiatan
Biaya Pendampingan Pasca persalinan di desa adalah biaya operasional
yang digunakan untuk mendukung pendampingan setap ibu
pascapersalinan dan pascakeguguran, minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
Tim pendamping memberikan promosi dan KIE KBPP, pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak dengan harapan saat masih hamil
sudah merencanakan dan memilih metode kontrasepsi, sehingga setelah
persalinan langsung berKB dan melaksanakan pengasulian dan pembinaan
tumbuh kembang anak yang tepat sesuai dengan usianya. Namun apabila
belum merencanakan dan tidak langsung berKB, pendamping tetap
melakukan Promosi dan KIE KBPP dengan harapan sebelum massa nifas
selesai sudah menggunakan KBPP.




Sasaran kegiatan

Sasaran kegiatan dalam penggunaan biaya Pendampingan
Pascapersalinan di desa adalah semua ibu pascapersalinan dan
pascakeguguran dan memiliki anak usia 0 — 23 bulan di desa.

Lingkup Pembiayaan

Biaya Operasional Pendampingan Ibu Pascapersalinan di Desa terdiri
dari biaya biaya operasional petugas pendamping dengan bukti visum
yang ditandatangani oleh Ibu Pascasalin/ Pascakeguguran/
didampingi.

Output

Cuiput dalam penggunaan biaya Pendampingan Pasca Persalinan di
desa adalah: ibu pascapersalinan dan pascakeguguran sebelum pulang
{dari fasilitas kesehatan) sudah menjadi peserta KB Baru dan
mengikuti kegiatan pengasuhian dan pembinaan tumbuh kembang
anak yang tepat dengan usianya.

Operasional Surveillance Stunting tingkat desa/kelurahan:

Definisi

Operasional Surveillance Situnting tingkat desa/kelurahan adalah
merupakan Kkegiatan pengamatan kepada sasaran yang dilakukan
secara terus menerus dan sistematis terhadap kejadian dan distribusi
sasaran serta faktorsfaktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat
dilakukan penanggulangan unituk dapat mengambil tindakan yang
efektif. Surveillance Stunting bertujuan wuntuk memprediksi dan
mendeteksi dini faktor resiko sfunting, memonitor, mengevaluasi dan
memperbaiki kondisi sasaran, serta menyediakan data dan informasi
kondisi sasaran.

Rincian Kegiatan

Operasional Surveillance Stunting tingkat desa/kelurahan merupakan
biaya pemberian paket data/pulsa dan/atau biaya operasional bagi Tim
Pendamping Keluarga dalam melakukan kegiatan Surveillance Stunting
di tingkat desa/kelurahan yang diberikan setiap bulan sekali atau 12
kali selama 1 (satu) tahun.

Sasaran kegiatan

Sasaran Operasional Surveillance Stunting tingkat desaj/kelurahan
dengan pemberian paket datajpulsa danjatau biaya operasional
adalah Tim Pendamping Keluarga Berisiko Siunfing sesuai dengan SK
yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan
kegiatan Surveillance Stunting kepada Calon Pengantin/Calon Pasangan
Usia Subur, Ibu Hamil, Ibu Pasca Persalinan, Anak Usia 0 - 23 bulan.




Lingkup Pembiayaan

Lingkup pembiayaan kegiatan Operasional Surveillance Stunting tingkat
desa/kelurahan adalah pembiayaan berupa paket data/pulsa dan/atau
biaya operasional setiap bulan yang diberikan kepada para anggota Tim
Pendamping Keluarga sesuai dengan SK Tim Pendamping Keluarga
yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang. Untuk pemberian biaya
operasional dapat diberikan jika Tim Pendamping Keluarga tidak
memiliki nomor teleponjalat komunikasijtelepon, danjatau Tim
Pendamping Keluarga berada di wilayah dengan sinyal/jaringan
buruk/tidak ada sinyal/jaringan dan/atau kondisi lainnya yang
menyebabkan Tim Pendamping Keluarga tidak bisa melaporkan data
dan informasi secara digital sehingga mendorong Tim Pendamping
Keluarga harus mencatatkan data dan informasi tentang kondisi Calon
Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil, Ibu Pasca
Persalinan, Anak Usia 0 — 23 bulan secara manual dan melaporkan ke
wilayah lain yang memiliki sinyal/jaringan bagus dan/atau wilayah
yang memiliki alat komunikasi/ sistem pelaporan.

Output

Oulput Lkegiatan Operasional Surveillance  Stunting  tingkat
desa/kelurahan adalah tersedianya data dan informasi terkini tentang
kondisi Calon Perigantin/Calori Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil, Ibu
Pasca Persalinan, Anak Usia 0 - 23 bulan untuk mendeteksi secara dini
faktor risiko stunting berdasarkan hasil dari pelaksanaan
pendampingan keluarga di setiap wilayah.

Operasional Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan

Definisi

Operasional Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan merupakan kegiatan
pertemuan dalam rangka mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan
pendampingan keluarga dan hasil dari pelaksanaan dan pemantauan
pendampingan keluarga di tingkat Kecamatan dan membina (coach)
bagi Tim Pendamping Keluarga agar terwujudnya 3 (tiga) standar: (1)
Tim Pendamping Keluarga yang terlatih, (2) Tersedia Alat
Ukur/Aplikasi Pengukuran untuk sasaran Stunting dan (3] Tersedia
dan terlaksananya Prosedural Operasional Percepatan Penurunan
Stunting serta terwujudnya 4 (empat) PASTIL (1) Memastikan semua
sasaran terdata, (2) Memastikan semua sasaran memperolah pelayanan,
(3) Memastikan semua sasaran memanfaatkan intervensi dari
pelayanan dan (4) Memastikan semua pelaksanaan dan pendampingan
tercatat dan terlaporkan.




Rincian Kegiatan

Operasional Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan merupakan kegiatan
pertemuan yang diinisiasi oleh Pengurus TP PKK Kecamatan dan
dipimpin oleh Camat dengan melibatkan Kepala Puskesmas, Tenaga
Gizi, Dokter, Bidan dan tenaga kesehatan lainnya, Penyuluh KB/PLKB
(PNS dan Non PNS), Koordinator Statistik Kecamatan, Pengurus IBI
Ranting, Pengurus KUA, Pengurus Lembaga pemberdayaan masyarakat
(LPM), Damdramil, Kapolsek, dan pihak-pihak terkait lainnya di tingkat
Kecamatan untuk mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan
pendampingan keluarga dan hasil dari pelaksanaan dan pemantauan
pendampingan keluarga di tingkat Kecamatan serta pembinaan (coach)
Tim Pendamping Keluarga agar terwujudnya 3 STANDAR dan 4 PASTL
Operasional Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan dilakukan minimal 1
(satu) bulan sekali dan 12 (dua belas) kali dalam setahun. Pertemuan
dapat dilakukan secara berkelompok melalui luring dan/atau daring.
Sasaran Kegiatan

Sasaran operasional mini lokakarya tingkat Kecamatan yaitu pelaksana
mini lokakarya di tingkat Kecamatan yang meliputi Camat, Kepala
Puskesmas, Tenaga Gizi, Dokter, Bidan dan tenaga kesehatan lainnya,
Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan, Penyuluh KB/PLKB {ASN
dan Non ASN), Koordinator Statistik Kecamatan, Pengurus IBI Ranting,
Pengurus KUA, Pengurus Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM),
Damdramil, Kapolsek dan pihak-pihak terkait lainnya di tingkat
Kecamatan yang berpastisipasi dalam mini lokakarya tingkat
Kecamatan.

Lingkup Pembiayaan

Operasional Mini lokakarya Tingkat Kecamatan terdiri dari Biaya
Konsumsi, transport, dan fasilitator pelaksanaan Mini lokakarya
Tingkat Kecamatan. Apabila kegiatan dilakukan secara virtual maka
pembiayaan dapat dialihkan dalam bentuk penggantian pulsa/data
sesuai ketentuan yang berlaku.

Output

Output operasional mini lokakarya tingkat Kecamatan yaitu daitar
rencana kerja dan target yang akan dilakukan dalam rangka
pengawsdlan dan evaluasi pelaksangan pendampingan keluargs dan
pembinaan Tim Pendamping Keluarga serta laporan kondisi
pelaksanaan pendampingan keluarga dan program percepatan
penurunan stunting di seluruh Desa/Kelurahan dalam satu wilayah

kecamatan.




Audit Kasus stunting

Definisi

Audit kasus stunting adalah kegiatan untuk mencari penyebab
terjadinya kasus stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus

serupa.

Rincian Kegiatan melalui kegiatan sebagai berikut:

Audit kasus stunting dilaksanakan dalam bentuk pertemuan sebanyak

2 (dua) kali dalam 1 (satu] tabhun oleh Tim Percepatan Penurunan

Stunting (TPPS) Kabupaten/Kota berdasarkan laporan dari TPPS

Kecamatan /TPPS Desa yang meliputi:

1. Identifikasi jumlah kasus, penyebab, taia kelola yang sedang
diterapkan, tingkat efektivitas serta kendala yang terjadi.

2. Merumuskan solusi terhadap permasalahan yang dibahas pada
audit kasus stunting di tiap daerah.

3. Evaluasi hasil tindak lanjut yang bertujuan untuk memberikan
rekomendasi bagi tindakan/penanganan yang tepat pada kasus

Tim Percepatan Penurunan Stunting {TPPS) adalah organisasi

percepatan penurunan stunifing yang bertugas mengoordinasikan,

mensinergikan; dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan

penurunan stunting. TPPS menjadi forum pelaksana aksi konvergensi

lintas sektor yg bertugas melaksanakan konvergensi, koordinasi dan

konsolidasi program pusat, daerah dan desa serta peran serta

pemangku kepentingan.

Sasaran Kegiatan

Sasaran  kegiatan Audit Kasus Sfunting adalah OPDKB

Kabupaten/Kota, TPPS Kabupaten/Kota, TPPS Kecamatan, Penyuluh

KB/PLKB, PKK Kecamatan, Kepala Puskesmas, Dokter Puskesmas, Ahli

Gizi Puskesmas, Bidan Puskesmas, TPPS Desa, PKK Desa.

Lingkup Pembiayaan

Lingkup pembiayaan pada kegiatan Audit Kasus Stunting

adalah:

a) Honor Narasumber yang terdiri dari: Dokter Spesialis Anak, Ahli
Kebidanan, Psikolog, dan Ahli Gizi;

b) Konsumsi kegiatan; dan

¢) Transport peserta.

Apabila kegiatan dilakukan secara virtual {daring), pembiayaan untuk

konsumsi dan transport dialihkan dalam bentuk penggantian

pulsa/paket data sesuai ketentuan yangberlaku.




Output

Tersedianya laporan audit kasus stunting di tingkat kabupaten /kota.
Biaya cetak data keluarga berisiko stunting

Rincian Kegiatan

Kegiatan Biaya cetak Daia Keluarga berisiko stunting adalah Oufput
Keluarga Berisiko Stunting per RT hasil PK2021 yang diceiak dan hasil
cetakan itu akan digunakan untuk upduting pada saat surveillance
keluarga berisiko sfunting.

Sasaran Kegiatan

1) Penyuluh KB/PLKB ASN dan Non ASN;

2} Kader;

3) Petugas Pencatatan dan Pelaporan; dan

4) Tim Pendamping Keluarga.

Lingkup Pembiayaan

Biaya cetak Data Keluarga berisiko stunting adalah biaya untuk
mencetak formulir R1/stunting (Output Keluarga Beresiko Stunting hasil
PK2021) yang akan digunakan untuk updating dan peta kerja pada
saat surveillance bagi pelaksana lini lapangan/Tim Pendamping
Keluarga yang melakukan pendataan selama 1 (satu) tahun.

OCutput

Perrictaan kelusdrgs yang beresiko stunting yang ter-update.

Operasional Pembinaan Program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD
dan Sub PPKBD)

Operasional Pelaksanaan KIE oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)
Definisi

Merupakan kegiatan pelaksanaan Promosi, Komunikasi, Informasi,
Edukasi (KIE), Pelayanan, Penggerakan dan Pembinaan Pasca
pelayanan serta pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh kader di
wilayahnya dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman
keluarga/masyarakat termasuk remaja, calon pengantin/calon
pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui
untuk peningkatan peserta KB Baru, Peserta KB Aktif dan Peserta KB
MKJP sebagai upaya mendorong menurunnya angka unmet need, putus
pakai kontrasepsi serfa penggerakan kepada keluarga untuk mengikuti
kegiatan kelompok kegiatan sebagai upaya peningkatan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga. Operasional Pelaksanaan KIE oleh Kader
(PPKBD dan Sub PPKBD) ini dapat dilakukan dalam bentuk kunjungan

rumah, kegiatan momentum ataupun forum-forum pertemuan lainnya.




Rincian Kegiatan

Operasional Pelaksanaan KIE oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) yang
dilakukan dengan persiapan: {1} melakukan koordinasi dengan tokoh
formal/informal, (2) melakukan pendataan dan pemetaan sasaran, (3)
melakukan promosi, KIE, fasilitasi pelayanan, penggerakan dan
pembinaan, (4) melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan.
Kader PPKBD dan Sub PPKBD dalam melakukan KIE terhadap
keluarga maupun kelompok Kegiatan (pokian} sekaligus melakukan
pemutakhiran data keluarga maupun poktan sehingga kader dapat
memiliki dan mengetahui perkembangan data dan peta sasaran yang
valid yang dapat dijadikan sasaran KIE di wilayah binaannya.

Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan operasional pelaksanaan KIE oleh Kader [PPKBD dan
Sub PPKBD) di tingkat Desa/Kelurahan untuk melakukan pelayanan
KIE kepada Keluarga termasuk remaja, calon pengantin/calon
pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui,
keluarga yang memiliki anak usia 0 — 59 bulan, dan lansia dan anggota
Kelompok Kegiatan/Poktan (BKB, BKR, BKL, PIK R dan UPPKA}.
Lingkup Pembiayaan

Lingkup pembiayaan operasional pelaksanaan KIE oleh Kader (PPKBD
dan Sub PPKBD) adalah biaya operasional untuk dukungan
pelaksanaan promosi, KIE, Pelayanan, Penggerakan, Pembinan,
pencatatan dan pelaporan;/ pemuktahiran data keluarga serta lainnya
yang dilakukan oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD). Jumlah kader
(PPKBD/Sub PPKBD) menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing
desa/kelurahan. Pembiayaan Operasional Pelaksanaan KIE oleh Kader
(PPKBD dan Sub PPKBDj dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali gerak
dalam setahun atau minimal 1 (satu} kali gerak setiap bulan di masing=
masing desa/kelurahan.

Output Kegiatan:

1) Data peningkatan peserta KB Baru,

2) Data keberlangsungan peserta KB Aktif;
3} Data peningkatan peserta KB Pasca Persalinan,

4) Peningkatan partisipasi keluarga dalam kelompok
kegiatan /Poktan BKB; BKR,; BKL, PIK R dan UPPKA; dan

5 peningkatan partisipasi anggota keluarga untuk memeriksakan
kesehatannya di Posyandu dan/atau di fasilitasi kesehatan.

Dukungan Advokasi Program Bangga Kencana

Definisi




Advokasi Program Bangga Kencana termasuk penurunan stunting
adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang
secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik
oleh individu ataupun kelompok agar maksud pembuat keputusan
membuat, merubah atau memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga
menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan masyarakat
marginal.

Rincian Kegiatan

Dukungan Advokasi Program Bangga Kencana merupakan kegiatan
yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja
Program Bangga Kencana serta penurunan stunting melalui advokasi
bagi Stakeholder dan mitra kerja setempat. Salah satu bentuk
pelaksanaan advokasi tersebut melalui pertemuan untuk mendorong
terbentuknya komitmen dari Stakeholder dan Mitra Kerja terhadap
Program Bangga Kencana serta penurunan stunting di tingkat lini
lapangan. Pertemuan dilaksanakan secara tatap muka minimal 1 x
dalam setahun dan secara daring minimal 2 x dalam setahun (1 kali
per semester].

Sasaran Kegiatan

Sasaran Advokasi adalah Stakeholder dan Mitra Kerja Setempat.
Stakeholder antara lain Instansi Pemerintah Daerah Kab/Kota serta
pemerintah desa terkait, sedangkan mitra kerja antara lain
individu /komunitas, akademisi, Civil Society Organization (CSO), dunia
usaha dan media.

Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan yang dialokasikan untuk kegiatan Advokasi adalah
Konsumsi dan/atau Transport.

Apabila keglatan dilakukan secara daring pembiayaan dialihkan dalam
bentuk penggantian pulsa/data sesuai ketentuan yang berlaku.

Output

Output dari kegiatan ini antara lain Peraturan Daerah, Deklarasi
terhadap Program Bangga Kencana serta penurunan stunfing, Surat
Himbauan, Surat Pemberitahuan, Surat Edaran, Surat Keputusan,
Surat Tugas serta dokumen lainnya yang mendukung pelaksanaan
Program Bangpa Kercangserta penurunian stunting.

Dukungan Bahan Media KIE {media cetak)
Definisi

Sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan




kepada khalayak yang berbasis cetakan (printing). Media cetak dalam
Juknis ini dibatasi berupa: (1) Leaflet; (2) Poster; (3) Factsheet; dan (4)
Print ad.

Rincian Kegiatan

Pembuatan/produksi dan/atau penayangan/penempatan (placement)
media cetak yang digunakan untuk menayangkan pesan Program
Bangga Kencana serta penurunan stunting. Untuk Sumber Materi
Media KIE tersebut diatas, Pengelola Program Bangga Kencana dapat
mengunduh materi pada link atau QR Code yang akan di-update secara
periodik sebagai pendukung kinerja kader di lini lapangan.

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya ketersediaan materi KIE berupa media cetak yang
diberikan oleh Tenaga Lini Lapangan kepada kelompok sasaran
Remaja, Catin dan Keluarga (baru menikah, yang memiliki balita,
remaja, lansia), serta melalui lokasi strategis lain yang sudah
ditetapkan.

Lingkup Pembiayaan

1) Biaya pembuatan/produksi (desain/loyout sesuai kearifan
lokal);

2) Biaya penempatan media cetak {contoh: akrilik untuk poster);

3 Biaya pengandaan/perbanyakan;

4) Biaya distribusi.

Output

Tersedianya dukungan bahan Media KIE cetak Program Bangga

Kencana serta penurunan stunting di kabupaten dan kota.

Meningkatnya pengetahuan Sasaran terhadap pesan dan gagasan

Program Bangga Kencana serta penurunan stunting melalui Media

berbasis cetakan (printing).

Dukungan Bahan Media KIE (media elekironik dan tradisional)

Definisi

Media elektronik adalah sarana/media/saluran untuk menyampaikan

pesan dan gagasan kepada khalayak yang berbasis elektronik. Media

elektronik dalam Juknis ini dibatasi berupa: (1) Televisi; dan (2} Radio.

Media Tradisional adalah media berbasis kesenian tradisional dan

kearifan lokal lainnya.

Rincian kegiatan

Pembuatan /produksi dan penayangan/penempatan (placement) media

elektronik dan atau media tradisional yang digunakan untuk

menayangkan pesan Program Bangga Kencana serta penurunan




stunting sebagai pendukung kinerja kader di lini lapangan.

Sasaran kegiatan

Meningkainya ketersediaan materi KIE melalui media elektronik dan

atau media tradisional bagi Remaja, Catin, Keluarga (baru menikah,

yang memiliki balita, remaja, lansia)

Lingkup Permbiayaan

1) Biaya produksi {talkshow/iklan layanan
masyarakat/psa/adlibs/ jingle);

2) Biaya penayangan/placement; dan

3) Biaya penyelenggaraan /pertunjukan Kkesenian sesuai dengan
kearifan budaya lokal.

Output

Tersedianya materi KIE yang ditayangkan melalui media elektronik dan

atau media tradisional di Kabupaten dan Kota.

Dukungan Bahan Media KIE (momentum dan kearifan lokal)

Definisi

Momentum strategis adalah kegiatan yang memanfaatkan momentum

strategis baik yang bersifat nasional maupun lokal kedaerahan seperti

Hari Kemerdekaan, Hari Keluarga Nasional, Hari Ulang Tahun Daerah

sebagai sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan

gagasan kepada khalayak. Media KIE yang dapat digunakan dalam

kegiatan momenturmn strategis ini adalah media luar ruang seperti: (1)

Spanduk; (2) Umbul-umbul; (3) Standing Banner dan media yang

dibagikan {merchandise).

Rincian kegiatan

Pembuatan /produksi dan penayangan /penempatan {placement) melalui

media luar ruang dan merchandise yang digunakan untuk

menayangkan pesan Program Bangga Kencana pada momentum

strategis dan berkearifan lokal sebagai pendukung kinerja kader di lini

lapangan.

Sasaran kegiatan

Tersedianya materi KIE melalui media luar ruang/merchandise bagi

Remaja, Catin, Keluarga (baru menikah, yang memiliki balita, remaja,

lansia).

Lingkup pembiayaan

1) Biaya pembuatan/produksi (desain/layout sesuai kearifan lokal);

2) Biaya penggandaan/perbanyakan; dan

3) Biaya penempatan/placement.




Cutput
Tersedianya materi KIE melalui kegiatan momentum strategis dan
sesuai kearifan lokal di kabupaten dan kota.

Dukungan Manajemen dan SIGA

Dukungan Manajemen

Dukungan manajemen merupakan dukungan operasional untuk
pembiayaan pengelola keuangan BOKB, alat tulis kantor (ATK),
termasuk rapat-rapat atau pertemuan dalam rangka pembinaan,
monitoring dan evaluasi dalam lingkup pengelolaan dana BOKB.
Definisi

Dukungan manajemen adalah dukungan terhadap pengelolaan dana
BOKB.

Lingkup Pembiayaan

Biaya pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga
berupa perjalanan dinas dalam kabupatenj/kota yang dilaksanakan
oleh pejabat/staf dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Sibolga. Meliput:

1) honorarium pengelola keuangan BOKB di Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga;

2) dukungan administrasi, seperti ATK, penggandaan materi,
dan/jatau penjilidan;

3) rapat-rapat/pertemuan koordinasi, sosialisasi dan perencanaan
bagi pengelola Programn Bangga Kencana di Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga, serta monitoring
dan evaluasi dari kecamatan ke kabupaten dan kota danj/atau
sebaliknya; dan

4) pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Sibolga di Balai Penyuluhan KB dan Kampung KB serta Kader
kelompok kegiatan.

Sasaran

Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran BOKB di

kecamatan dan desa oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Sibolga.

Output

Tersedianya dukungan pembiayaan untuk mendukunga pengelolaan

Bantuan Operasional Keluarga Berencana serta penurunan stunting.




Dukungan SIGA (Sewa langganan jaringan internet)

Dukungan SIGA adalah suatu upaya dalam melaksanakan Sistem
Informasi Keluarga (SIGA) berupa seperangkat tatanan yang meliputi
data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber
daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk
mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam
mendukung pembangunan keluarga.

Definisi

Dukungan SIGA adalah pembiayaan paket data komunikasi atau
pembiayaan sewa internet menggunakan broadband di Balai
Penyuluhan KB tingkat kecamatan di kabupaten dan kota.

Lingkup Pembiayaan

Lingkup pembiyaan berupa biaya sewa langganan paket data
komunikasi bagi daerah yang terjangkau signal di balai penyuluhan
tingkat kecamatan atau biaya sewa langganan internet broadband bagi
daerah yang belum terjangkau signal di Balai Penyuluhan KB tingkat
kecamatan.

Sasaran

5938 Balai Penyuluhan KB dengan good signal dan 98 balai
penyuluhan KB dengan katagori poor signal.

Cutput

Tersedianya paket data komunikasi atau sewa paket langganan
broadband pada Balai Penyuluhan KB tingkat kecamatan.



BAB I
PELAKSANAAN

Penguatan Koordinasi Pelaksanaan

1.

Bupati dan Walikota menetapkan pedoman pengendalian dan
pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi di daerah
kabupaten dan kota mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran 1 huruf N.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Sibolga menetapkan pengelola keuangan BOKB dengan Surat
Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Sibolga.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Sibolga menetapkan Balai Penyuluhan KB (didukung dengan
Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Sibolga).

Kepala daerah kabupaten dan kota menetapkan suatu wilayah
setingkat desa/kelurahan sebagai Kampung KB (didukung dengan
Surat Keputusan Kepala Daerah.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Sibolga menetapkan Petugas Pengolah Data di Balai
Penyuluhan KB, yaitu Penyuluh KB atau PLKB atau Kader IMP
atau Petugas Pencatatan dan Pelaporan yang ditunjuk sebagai
pengolah data di Balai Penyuluhan KB atau jika belum ada Balai
Penyuluhan KB maka dapat ditunjuk staf Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga untuk
bertanggung jawab di tingkat kecamatan.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Sibolga menetapkan fasilitas kesehatan yang melakukan
pelayanan KB dan telah teregistrasi dalam SIM BKKBN sebagai
penerima alokon dengan Surat Keputusan Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Sibolga melakukan sfock opname di fasilitas kesehatan penerima
alokon secara berkala (tiap semester) serta secara rutin
(triwulanan) melaksanakan evaluasi dan pemantauan terhadap
permintaan dan persediaan alokon di fasilitas kesehatan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
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Sibolga Kabupaten/Kota mendisiribusikan alokon secara rutin
sesuai perencanaan distribusi.

Setiap fasilitas kesehatan yang melayani KB mengajukan usulan
kebutuhan alokon untuk permintaan darurat (kebutuhan non
rutin) ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Sibolga.

Selanjutnya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Sibolga menganalisis kelayakan usulan
kebutuhan alokon dan melakukan monitoring ketersediaan alokon
di setiap fasilitas kesehatan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Sibolga melakukan pertemuan dalam rangka penyampaian
Program Bangga Kencana dan stunting kepada stakeholder dan
mitra kerja, selanjuinya ditindaklanjuti berupa implementasi dan
komitmen terkait Program Bangga Kencana dan percepatan
penurunan stunting, akhir tahun melakukan evaluasi capaian
Program Bangga Kencana dan stunting serta melaporkan bentuk
komitmen yang dilaksanakan oleh stakeholder dan mitra termasuk
dukungan regulasi dan penganggaran koordinasi audit stunting
(balnak).

Dokumen bukti sebagaimana di atas, wajib disampaikan dan
mendapatkan verifikasi dari BKKBN sebagai pertimbangan
pengalokasian anggaran BOKB tahun berikutnya.

Mekanismie Peslaksangan Operasional Periggerskan Pelayanan 1UD,
Implan, MOP, MOW dan Pencabutan Implan Dalam pemanifaatan
operasional penggerakan pelayanan KB MKJP perlu memperhatikan

beberapa hal, diantaranya:

3

Total target akseptor MKJP masing-masing kabupaten/kota sesuai
dengan detail rincian adalah jumlah total target minimal masing-
masing Kabupaten /Kota.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Sibolga membuat Surat Keputusan Daftar Fasilitas Kesehatan atau
PMB yang akan menjadi tempat pelayanan KB yang Biaya
Medisnya dibiayai melalui dana BOKB Operasional Penggerakan
Pelayanan KB yang ditandatangani oleh Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga.
Surat Keputusan dilengkapi dengan jadwal pelayanan KB di
fasilitas keschatan/PMB yang ditunjuk. Dalam penetapan PMB,




Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Sibolga dapat berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Bidan
Indonesia (IBI) cabang setempat.

Fasilitas Kesehatan atau PMB yang menjadi tempat pelayanan
harus memiliki registrasi klinik (K/0/KB) atau telah menginduk
pada fasilitas kesehatan lain yang teregister untuk menjadi tempat
pelayanan KB yang jasa medisnya dibiayai melalui dana BOKB.

Pembayaran pembiayaan BOKB operasional penggerakan
pelayanan KB dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Sibolga kepada Fasilitas Kesehatan atau
PMB sesuai kriteria pada poin nomor 2 dan 3.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Sibolga dapat membayarkan klaim Biaya Medis BOKB kepada

Fasilitas Kesehatan atau PMB yang melengkapi ketentuan sebagai

berikut:

a. Faskes/PMB membuat surat pernyataan tidak akan
melakukan klaim Biaya Medis pelayanan KB yang sudah
dibiayai melalui BOKB kepada BPJS Kesehatan dan
ditandatangani oleh penanggung jawab faskes/PMB pada
setiap pengajuan Kklaim yang dilakukan. Format surat
pernyataan dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
di masing-masing daerah;

b. Rekapitulasi Daftar Akseptor Penerima Pelayanan yang
ditandatangani oleh penanggung jawab pelayanan di
faskes/PMB yang paling sedikit memuat antara lain tanggal
pelayanan, NIK, nama akseptor, alamat, jenis pelayanan
(pengganti K/IV/KB apabila tidak dilampirkan);

c. Fotokopi identitas akseptor (KTP)/Surat keterangan domisili
dari RT/RW atau bukti identitas lainnya yang disetujui oleh
pejabat berwenang; dan

d. Fotokopi K/IV/KB.

Kelengkapan administrasi dalam rangka pertanggungjawaban

komponen biaya layanan penggerakan (Biaya

Konsumsi/transportasi/biaya pengganti tidak bekerja/ Penyediaan

BMHP/APD/Deteksi dini COVID=19/Dukungan pelayanan KB

MKJP) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang

berlaku.

Kelengkapan administrasi dalam rangka pertanggungjawaban biaya

layanan medis dilengkapi dengan bukti pembayaran




(kwitansi/bukti transfer /dokumen lain yang dapat
dipertanggungjawabkan) seria kelengkapan dokumen lainnya
sesuai dengan ketentuan pada poin nomor (5). Tidak diperkenankan
melakukan klaim ganda pembayaran Biaya Medis dengan

pembiayaan dari sumber lainnya.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Sibolga diperkenankan menambah target sasaran akseptor dar

total target minimal yang telah ditetapkan dengan melakukan

konversi target menggunakan dana yang tersedia.

Kota Sibolga dapat melakukan konversi target MOW atau MOP.

Target MOW dapat dikonversi menjadi MOP, IUD, atau Implan. Target

MOP dapat dikonversi menjadi IUD atau Implan. Dana Penggerakan

seluruh KB MKJP tidak dapat dikonversi menjadi penggerakan cabut

Implan namun dana penggerakan cabut Implan dapat dikonversi

menjadi dana penggerakan pelayanan KB MKJP lainnya. Konversi

dilakukan dengan menyeriakan justifikasi yang dapat
dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan perundangan
yang berlaku.

Ketentuan pelaksanaan konversi target penggerakan dari
pelayanan MOW menjadi pelayanan lainnya (IUD, Implan, dan
MOP} atau MOP menjadi pelayanan lainnya (IUD dan Implanj
adalah:

a. Total target akseptor MKJP hasil konversi tidak boleh lebih
rendah dari total target MKJP yang terdapat pada detail
rincian,;

b. Adanya dokumen telaah konversi target penggerakan yang
memuat alasan atau justifikasi perlunya dilakukan konversi
yarig ditandatangani oleh Kepala DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SIBOLGA
kabupaten/kota;

c¢. Konversi target penggerakan dapat dilakukan sepanjang tidak
mengurangi total target MKJP yang telah di tetapkan; dan

d.  Perhitungan konversi dilakukan dengan cara membagi satuan
nilai biaya penggerakan kontrasepsi awal (MOW dan MOP)
dengan satuan nilai biaya penggerakan kontrasepsi yangakan
dikonversi (IUD, Implan, atau MOP) sesuai dengan satuan

 biaya di wilayah masing-masing.
Contoh:
Satuan nilai biaya penggerakan MOW di suatu wilayah adalah




Rp 2.763.700- per akseptor, sedangkan satuan nilai biaya
penggerakan IUD di wilayah tersebut adalah Rp 226.600 per
akseptor. Maka perhitungan konversi adalah Rp 2.763.700
dibagi Rp 226.600 sama dengan 12 sehingga 1 MOW dapat
dikonversi menjadi 12 akseptor IUD;

€. Satuan nilai biaya layanan penggerakan pelayanan KB MKJP
memuat pilthan biaya antara lain:
1) Biaya Konsumsi;
2) Biaya Transportasi;
3) Biaya Medis;
4) Biaya pengganti tidak bekerja merupakan biaya yang
diberikan kepada akseptor MOP dan MOW;
5 Biaya BMHP;
6) Biaya APD;
7) Biaya pemeriksaaan deteksi dini COVID-19.

Satuan biaya tersebut, disesuaikan dengan ketentuan
pembiayaan yang dijelaskan di atas. Dana yang digunakan untuk
konversi target penggerakan bersumber dari dana yang tersedia.

1 Pendanaan lainnya diluar yang telah dijelaskan dalam Petunjuk Teknis
dapat disediakan melalui sumber dana lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

C. Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Keuangan) BOKB
dalam APBD.
Mekanisme pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban
anggaran transfer ke daerah dalam BOKB oleh Pemerintah Daerah
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur
pengelolaan keuangan daerah dan Pelaksanaan serfa
pertanggungjawaban Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi dana BOKB kepada
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
(DJPK) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN). Laporan terdiri atas laporan realisasi penyerapan dana; dan

laporan realisasi penggunaan dana.




BAB IV
PELAPORAN

A,  Mekanisme Penyampaian Laporan
Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud disertai dengan

rekapitulasi SP2D penyaluran Dana BOKB, disampaikan dalam bentuk

dokumen fisik (hardcopy) dan/ atau dokumen elektronik {soficopy) melalui
aplikasi disampaikan kepada Kementerian Keuangan sebagai syarat
penyaluran. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota

Sibolga menyampaikan Laporan ke Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional melalui Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan

Evaluasi DAK sub bidang KB (MORENA) secara triwulan, dengan mekanisme

sebagai berikut:

a. Kepala daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan
realisasi penggunaan dana BOKB serta rekapitulasi SP2D kepada
Menteri Keuangan c.q. Direkiur Jenderal Perimbangan Keuangan dan
Kepala BKKBN sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik;

b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga
menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan realisasi penggunaan
BOKB kepada BKKBN melalui Sistem Pelaporan Perencanaan
Monitoring dan Evaluasi DAK sub bidang KB (MORENA) berdasarkan
hasil rekonsiliasi dengan Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola
Keuangan Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah triwulan
pelaporan berakhir;

¢. Tim pengendali DAK perwakilan BKKBN Provinsi melakukan validasi
dan verifikasi atas laporan realisasi pada butir 2 (dua) paling lambat 5
(lima} hari setelah laporan diterima; dan

d. Tim pengendali DAK tingkat Pusat c.q. Biro Keuangan dan Pengelolaan
BMN melakukan analisa atas laporan yang diterima untuk dilaporkan
kepada Kepala BKKBN.

B. Formulir Penyusunan Laporan |

Formulir penyampaian laporan, disesuaikan dengan Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus
Nonfisik serta formulir pelaporan BOKB pada Sistem Pelaporan
Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK sub bidang KB (MORENA).
Formulir laporan realisasi penyerapan dana diisi dan ditandatangani oleh




Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola keuangan Daerah, sedangkan laporan

realisasi penggunaan dana diisi dan ditandatangani oleh Kepala OPDKB.

LAPORAN REALISAS! PENYERAPAN
DANA BANTUAN CPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)
KABUPATEN/KOTA ... HTAHUN ANGGARAN .40
SAMPAI DENGAN TAHAP ... &

Yang bertanda tangun di bawah ini ... ¥ menyatwkan bahwa saya boartanggung jawab
penuh sins kebenaran Laporan Roslisasi Penyerapan Dana BOKB ini dengan vincias,
sebagar berikat

. Sis BOKB di Rebening Kas Umum Daerah tahuo sebelumnyn @ Rp &

B. Pencrimaan dart Rekening Kas Umum Negoa

- Tahapt T RRp W)
- TabapH :Rp @
‘Total Peneromaan dart RKUN :Rp @B
Jumlalr A+B T Rp &= (S
C. Realisasi Penyaluran Dena BOKB ko Balai Penyuluhan
melalai SP2D Kabupator fKota
- Tahapt : Rp ow
Tahap H : Rp tu
- Kumulatf s.d. Tehap ini : Rp t#-corun
- Pengembalian ke RKUD : Rp 4%
- Realisasi Penyaluran BOKB sctwelah dilcurangi : Rp ta-unn3
Pengembalian ke RKUD
D. Persentase penyaltiran : Rp uSi~as47m
E. Sisa Dana BOKB di RKUD s.4. Tehap ini : Rp tutemity

Bultti-batlcti realisasi pembayaran kepada pihak ledga yang tercantum dalam
laparon iai, disimpan sesuai dengan kelentuan yarng berlalou wruk kelengkapan
administrasi dan kceperluan pemeriksaan aparatl pengawas fungsionad.

Demikiss laporan ini dibuat dengan schenarmya,

Tempat .07, Tanppat 116
Kepaln Biro/Badan/Dinas pengelola
keunangant®

ftanda ngon asli dan stempel bagah) °o

Nama, sssezizaisizagze B

Petunjuk Pengisian :

i L

NS w

Diisi naima Kabupateén /Kota.

Diisi tahun anggaran.

Diisi tahap berkenaan.

Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan. Diisi sesuai
dengan jumlah sisa dana BOKB di RKUD yang

belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.

Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening

Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap I. Diisi sesuai
dengan jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening

Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap Il. Diisi sesuai
dengan jumlah keseluruhan Dana BOKB yang disalurkan dari
Rekening Kas Negara ke RKUD sampaidengan

tahap akhir laporan.




10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana BOKB yang

terdapat Rekening Kas Umum Daerah.

Diisi jumlah penyaluran BOKB tahap I.

Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar
SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOKB Tahun Anggaran
berkenaan pada tahap 1.

Diisi jumlah penyaluran BOKB tahap I

Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar
SP2D yang diterbitkan uniuk peényaluran BOKB Tahun Anggaran
berkenaan pada tahap Il.

Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB melalui SP2D
Kabupaten/Kota s.d. tahap akhir laporan.

Diisi dengan jumlah dana BOKB yang tidak terpakai dan

dikembalikan ke RKUD.

Diisi jumlah kumulaiif penyaluran BOKB s.d. tahap berkenaan
dikurangi dengan jumlah dana BOKB yang tidak

terpakai dan yang dikembalikan ke RKUD.

Diisi jumlah kumulatif 7ealisasi penyaluian BOKB seielah dikurang
Pengembalian ke RKUD dibagi denganjumlah penerimaan dari RKUN
s.d. tahap I atau II di tam bah dengan

Sisa BOKB di RKUD Tahun sebelumnya.

Diisi jumlah sisa Dana BOKB tahap I dan/ atau tahap II.

Diisi tempat dibuatnya laporan.

Diisi tanggal dibuatnya laporan.

Diisi nama jabatan.

Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.

Diisi fama lengkap dan NIP pénandatangain laporan




LAPORAN REALISAS] PENGGURAAN
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Petunjuk Pengisian :

Ko | URAIAN
1. Drifsl naos kebupeten fora.
3. st tabhap berkemion,
Q. Mriiz oleh Kepuls Biva fBadan / Dinns Peipelola Ketian, gikn.,
S. | Dvisd gesum dmgnu‘jumlnh sian de BRKR di RKUD yang beium
» digmnalian paﬂa wmhan anggaras exheliiniys.,
a, Priisl scsaai dengan jumlah transiks Daas BORE dari Rolkcning Ras
Negare ke Rehening Kas Umiug Dacrall pasda talap 1
7. | Dhist wesusd deoggn jundah vansier Dans BOKE dari Hokenidog Kss
Negara i Rekeszing Eas Umne Dacrakt pads takap i1
8. Diis seyual dengan jfumlak kgeturshan Bpa BOKE yang disalurisan
- dari Relkening Kus Nepon ke REUD saompai dengan tabap oichi Japoran
$. | Diisk nesuud demgan jumioh keschirubug Do BOKE yoosg terdapat
Rekening Kas Wraun Dizcrah.
t0. | Ditw jumisty prsyaliren BOKS tabap 1.
Juninh fm horas saoms dengan yumiak yang tereannum pads Dafiar
SFZD yamg diterbidan entul peoyaluran BONE Tabun Anpgaran
bBrerkenaan pada iahﬁp i.
t1. | Disi jumiah peayaluran BOKE whap 1L
Jumlah ini hones same dengan haminh yang toreansum pads Baftar
SF20 yang diterdthan uniils penyrluron SO Tehun Angparan
berkenarn pada whap 4.
12 | Dl jumish kumuladl peoysluran BORE melalai SPRD
Kabupaten/hoia s, tahap akhic aporan.
313, | Oind desspan juminh dann BOKE yang tidak ierpakal dan dikembaditonn
ke REKULD.
4. | Ditas juenlads umaiant poayaluran BOXB s.d. uhap berkennsn Alnirang
dengnn junilah doonsn BOKS vy Gdale lerpabsi den pasy dikembnliloin
L= RIQUSD.
15.  Dos juminh bumalatd roalizasd penyniuren BORE noteloh diluranp
Bengembalion ke RRKUD dibagi denpan jumiab prossrimaan dari RELR 5.4,
L tahap ¥ ati IR di cambah deagan Sise BOKB di REUD Tahun scehelun g
16. | Dits jusmiaks sten Dana BOKE whap 1 daa/stan wahay
oo .
17, | Diisd temsat dibuatiiyo lagoran.
18, | Diis ranpen! dibuatoya lapoeran,
19. | Dusi nema jahatsn.
20, ;1 D tenda oagars asli dew sizopel basel.
2¢. | Dixl soma lesphop don KIP penandatangan aporanf




BABV
PEMANTAUAN DAN EVALUAS]

Pemantauan dan evaluasi penggunaan dana BOKB dilakukan secara

berjenjang dari BKKBN ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Sibolga oleh tim pengendali DAK tingkat Pusat dan Provinsi.

A

Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Dana BOKB dimaksudkan

untuk memastikan:

L.

4.

Kesesuaian antara usulan kegiatan dan rencana kerja yang telah
disusun melalui Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan
Evaluasi DAK sub bidang KB (MORENA);

Kesesuaian waktu pelaksanaan, lokasi dan sasaran dengan
perencanaan. Merastikan pemanfaatan dana BOKB sesuai dengan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana BOKB;

Memberikan masukan untuk penyempurnaan  kebijakan
penggunaan dana BOKB dari aspek: perencanaan, pengalokasian
anggaran, dan pemanfaatan dana BOKB ke depan; dan

Hasil evaluasi menjadi dasar pertimbangan alokasi tahun
berikutnya.

Tata cara dan waktu pemantauan dan evaluasi penggunaan dana
BOKB, sebagai berikut:

1.

Reviu Laporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
menelaah data dan informasi berdasarkan laporan realisasi
penyerapan dan penggunaan dana BOKB semesteran dari Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga.
Reviu laporan dilakukan setelah laporan semesteran diterima dari
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Sibolga;

Kunjungan Lapangan mefupakan kegiatan pemantauan yang
dilakukan secara langsung dan bertujuan untuk mengetahui
informasi yang lebih rinci berkaitan dengan perkembangan
penggunaan dana BOKB di Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Sibolga. Kunjungan lapangan
dilaksanakan secara berkala dan terpadu, untuk
mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi

dalam pelaksanaannya di lapangan; dan

Forum koordinasi bertujuan untuk menindaklanjuti hasil reviu



laporan danjatau kunjungan lapangan. Forum koordinasi
dilaksanakan secara berkala oleh Tim Pengendali DAK Tingkat
Pusat dan Tim Pengendali DAK Tingkat Provinsi, serta dapat
mengikutsertakan pemangku Kkepentingan apabila terdapat
permasalahan yang bersifat khusus.
Mekanisme Pemantauan BOKB
Dalam melakukan pemantauan periu melakukan mekanismne:
1. Tim Pengendalian DAK Sub Bidang KB tingkat pusat secara berkala
melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke Provinsi dan
kabupaten dan kota dan melaporkan hasilnya kepada Kepala
BKKBN; _
2. Tim Pengendali DAK Sub Bidang KB provinsi secara berkala
melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke kabupaten dan
kota dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengendalian DAK
Pusat; dan
3. Tim Pengendali DAK Sub Bidang KB kabupaten dan kota secara
berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke kecamatan
dan desa serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah
kabupaten dan kota.
Evaluasi BOKB
Evaluasi secara umum merupakan proses identifikasi atau
mengumpulkan informasi mengenai kinerja untuk mengukur/menilai
apakah kinerja kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan
atau tujuan yang ingin dicapai. Hasil evaluasi (informasi yang didapat
dari proses evaluasi) BOKB dapat dipergunakan sebagai kajian dalam
upaya peningkatan kinerja dikemudian hari serta dapat dipergunakan
sebagai acuan dalam  mengembangkan  alternatif  strategi
kegiatan fpenyelenggaraan BOKB kedepan. Evaluasi BOKB dilakukan
dalam 2 (dua) lingkup utama, yaitu lingkup perencanaan dan lingkup
pelaksanaan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Lingkup Perencanaan
Evaluasi dari sisi perencanaan kegiatan (menu dan sub menu) yang
akan dilaksanakan di tingkat Kabupaten dan Kota. Hal ini meliputi:
a. Kkesesuaian kegiatan {menu dan sub menu) yang direncanakan
dengan Program/Kegiatan Prioritas Nasional dan kesesuaian
kegiatan dari sisi kewenangan Pemerintah Daerah;

b. tingkat pemahaman pengelola BOKB Kabupaten dan Kota
terhadap kegiatan yang direncanakan dan perencanaan jadwal
pelaksanakan kegiatan oleh pengelola BOKRB;




c. kesesuaian Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)] BOKB yang
disusun oleh Kabupaten dan Kota dengan Juknis BOKB; dan

d. Peran Tim pengendali DAK dan Badan/Dinas Keuangan
Daerah dalam proses perencanaan BOKB di Daerah.

Lingkup Pelaksanaan;

Evaluasi dari sisi pelaksanaan BOKB di Kabupaten dan Kota yang

akan dilaksanakan meliputi:

a. Kkesesuaian pelaksanaan kegiatan (menu dan sub menu) oleh
pengelola BOKB di Kabupaten dan Kota dengan kegiatan yang
diatur dalam Juknis dan Juklak BOKB;

b. evaluasi atas realisasi pelaksanaan kegiatan dengan jadwal
rencana kerja yang disusun dalam Juklak BOKB Kabupaten
dan Kota;

c. kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan pelaporan BOKB,
terutama terkait dengan ketepatan dan kelengkapan
pelaporan baik melalui Aplikasi Morena maupun Aplikasi
ALADIN; dan

d. evaluasi terhadap koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan

kegiatan BOKB oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Sibolga, termasuk koordinasi antara
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA SIBOLGA dengan Bappeda, Inspektorat
Daerah, dan Dinas/OPD terkait lainnya di tingkat Kabupaten
dan Kota.



BAB VI
PENUTUP

BOKB bersifat bantuan dan diharapkan dapat dimanfaatkan secara
optimal untuk upaya pencapaian target/sasaran Programm Bangga Kencana
serta penurunan stunting yang telah ditetapkan di dalam RPJMN dan Rensira
BKKBN Tahun 2020-2024; yang dapat disinergikan dengan berbagai kegiatan
operasional lain yang dialokasikan dari APBD dan dana transfer lainnya sesuai
dengan kewenangannya.

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga
Berencana (BOKB) ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan
{menu dan sub menu) yang telah dialokasikan. Selanjutnya dalam
penerapannya setiap daerah yang menerima BOKB wajib mengacu dan
menindaklanjuti Petunjuk Teknis ini dengan menerbitkan Petunjuk
Pelaksanaan (Juklakj yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk dan Kéluarga Berencana Kota Sibolga.

Dalam pelaksanaannya dukungan dana BOKB agar tetap mengacu pada
peraturan perundangan-undangan dan apabila dikemudian hari terjadi
perubahan Kkebijakan yang berkaitan dengan dana BOKB maka akan
dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan pada penyusunan pedoman

penggunaan dana BOKB selanjutnya.

WALI KOTA SIBOLGA,
dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
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